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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT. 

Atas limpahan Rahmat, Hidayah dan karunia-Nya sehingga 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2024 ini dapat disusun dan dilaporkan 

sesuai waktu yang telah di tentukan. 

Penyusunan LKIP Tahun 2024 ini merupakan suatu hasil 

evaluasi  yang  mendalam  terhadap  suatu  perencanaan 

strategik sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan kebijakan, program serta 

kegiatan bagi Dinas Sosial. Hal ini merupakan rangkaian kegiatan dalam penyusunan 

konsep peningkatan profesionalisme aparatur dan pengembangan strategi pelayanan 

prima yang merujuk kepada tugas pokok dan fungsi pada unit kerja organisasi 

pemerintahan. 

Akhirnya kami berharap LKIP ini dapat bermanfaat sebagai pijakan ke depan 

dalam melaksanakan tugas khususnya untuk menyukseskan visi dan misi Gubernur 

Kepulauan Riau. 

 
Tanjungpinang, 10 Februari 2025 

 

KEPALA DINAS SOSIAL 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

BURHANUDDIN, S.Hut., M.H. 
Pembina Utama Muda / IV c 
NIP. 19710320 199803 1 008 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

Dinas Sosial sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan 

Riau yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang 

kesejahteraan sosial sesuai peraturan perundang-undangan. Sebagaimana tertuang 

dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 

2021 - 2026 Provinsi Kepulauan Riau, bahwa Dinas Sosial memiliki peran dalam 

Pencapaian Visi-Misi RPJMD yaitu : 

1. Misi 3 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, 

dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Takwa; 

2. Misi 2 : Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan 

Berorientasi Pelayanan. 

Perkembangan masalah sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 

seperti Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 

Gelandangan dan pengemis, korban bencana/sosial, korban tindak kekerasan dan 

pekerja migran, pekerja pada sektor informal dan angka kemiskinan yang cukup tinggi 

serta maraknya penipuan di masyarakat yang berkedok undian di Provinsi Kepulauan 

Riau, membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius oleh pemerintah bersama- 

sama masyarakat secara komprehensif dan berkelanjutan. 

Seiring dengan berkembangnya masalah sosial sebagaimana tersebut diatas 

disebabkan oleh berbagai macam peristiwa yang mengakibatkan penderitaan 

masyarakat seperti pendemi covid-19, intensitas terjadinya bencana, dampak 

berkepanjangan akibat konflik horisontal dan vertikal, nasib tenaga kerja Indonesia di 

luar negeri serta sulitnya lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah 

penduduk. Lajunya perkembangan jumlah PPKS di Provinsi Kepulauan Riau jauh lebih 

cepat dibandingkan dengan perkembangan jumlah kapasitas pelayanan sosial dalam 

bentuk rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dan pemberdayaan sosial 

sehingga tidak dapat menangani para PPKS secara optimal. 

Menghadapi kondisi seperti itu, Dinas Sosial tetap berupaya untuk 

meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan alokasi anggaran yang telah disediakan 
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dengan melaksanakan 6 program yaitu Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, 

Program Rehabilitasi Sosial, Program Pemberdayaan Sosial, Program Pengelolaan 

Taman Makam Pahlawan, Program Penanganan Bencana dan Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah. 

LKIP Tahun 2024 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan 

indikator sasaran strategis Dinas Sosial yang bersumber dari dana APBD TA 2024. 

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024 terdapat beberapa indikator kinerja 

yang telah mencapai target yang diinginkan dengan capaian rata - rata ± 100% dari 

target yang telah ditetapkan, hal ini cukup memberikan kontribusi yang cukup besar 

terhadap peningkatan kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Dinas Sosial merupakan unsur 

pelaksana penyelenggaraan urusan 

pemerintahan bidang sosial Tipe A di 

Pemerintah Provinsi Kepulauan sesuai 

dengan kewenangan Pemerintah 

Provinsi serta peraturan perundang- 

undangan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 

2021 tanggal 26 Oktober tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 

Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan tugasnya banyak 

terdapat hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan. Kondisi aktual di 

lapangan masih menunjukkan besarnya jumlah dan makin kompleksnya 

kelompok masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, seperti 

kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunasusilaan, korban bencana dan lain 

sebagainya. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah meningkatnya 

kualitas hidup PPKS dan kepedulian serta partisipasi sosial masyarakat, dunia 

usaha, dengan indikator sasaran: 

1. Meningkatnya kemandirian keluarga miskin; 

2. Meningkatnya fungsi sosial PPKS dalam kehidupan bermasyarakat; 

3. Meningkatnya peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

serta penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai kepahlawanan, 

keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal; 

4. Meningkatnya perlindungan sosial kepada korban bencana alam dan 

bencana sosial; 

5. Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan organisasi; 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 

2  

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pada dasarnya merupakan 

pembangunan manusia sebagai subjek dan objek pembangunan yang mencakup 

seluruh siklus hidup manusia sejak dalam kandungan sampai dengan akhir 

hidupnya. Manusia untuk selanjutnya dapat disebut sebagai penduduk yang 

dapat dibedakan atas jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), kelompok umur 

(anak, remaja, usia produktif dan nonproduktif, serta usia lanjut), kelompok 

ekonomi (bawah, menengah, dan atas). Dimensi pembangunan SDM dapat dilihat 

dari tiga aspek utama, yaitu kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk. Kualitas 

penduduk tercermin dari tingkat kesejahteraan penduduk, yaitu tingkat 

kesehatan dan gizi, pendidikan, dan produktivitas. Kuantitas penduduk dikaitkan 

dengan jumlah dan laju pertumbuhannya. Sedangkan mobilitas penduduk 

merupakan refleksi dari perpindahan dan persebaran penduduk akibat 

merespons pembangunan ekonomi. 

Oleh karena itu sejalan dengan upaya pelaksanaan program Nasional di 

bidang kesejahteraan sosial dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 

tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta untuk mewujudkan 

Rencana Strategi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu dengan Visi: 

ά¢ŜǊǿǳƧǳŘƴȅŀ YŜǇǳƭŀǳŀƴ wƛŀǳ ȅŀƴƎ aŀƪƳǳǊΣ .ŜǊŘŀȅŀ {ŀƛƴƎΣ Řŀƴ 

.ŜǊōǳŘŀȅŀΦέ, maka untuk pelaksanaan pembangunan bidang sosial 

dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. 

B. Tugas Pokok Dan Fungsi 

Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, sesuai 

dengan Peraturan Gubernur (Pergub) 

Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2023 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, 

bahwa  tugas  pokok  Dinas  Sosial  adalah 

melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan 

tugas pembantuan di bidang sosial sesuai dengan lingkup tugasnya. 
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Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan 

Pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 

Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.. 

Dalam hal menyelenggarakan tugas, Dinas Sosial menyelenggarakan 

fungsi: 

1. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Sosial, 

Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Korban 

Bencana; 

2. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Sosial, 

Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Korban 

Bencana; 

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan 

Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan 

Korban Bencana; 

4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pemberdayaan 

Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan 

Korban Bencana; 

5. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk 

mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui 

penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang 

terintegrasi; 

6. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya; 

7. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara 

periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan 

8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
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Dinas Sosial Terdiri atas: 

1. Sekretariat; 

2. Sub Bagian Keuangan; 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

4. Bidang Pemberdayaan Sosial; 

5. Bidang Rehabilitasi Sosial; 

6. Bidang Penanganan Fakir Miskin; 

7. Bidang Perlindungan Korban Bencana; 

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan 

9. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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C. Struktur Organisasi 

Gambar 1 : 
Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau 
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D. Uraian Tugas dan Fungsi 

Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan 

Pergub Kepri Nomor 12 Tahun 2023 diuraikan ke dalam masing-masing Sub Unit 

Kerja yaitu sebagai berikut: 

1. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunaan 

rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 

kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta 

membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan bidang-bidang. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi: 

a. Menyusun program kerja perangkat daerah; 

b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat; 

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan 

sekretariat; 

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat; 

e. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait 

perencanaan dan evaluasi; 

f. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait 

keuangan; 

g. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait 

umum dan kepegawaian; 

h. Mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi 

birokrasi perangkat daerah; 

i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat; 

j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat; dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 
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Sekretariat terdiri  atas: 

a. Subbagian Keuangan 

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian 

a. Subbagian Keuangan 

Subbagian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan 

pengendalian, perbendaharaan, pengelolaan administrasi dan 

pertanggungjawaban keuangan 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Keuangan mempunyai 

uraian tugas: 

1) Merencanakan kegiatan Subbagian keuangan; 

2) Membagi tugas kepada bawahan; 

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian 

keuangan; 

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan subbagian keuangan; 

5) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan 

6) Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan; 

7) Menyiapkan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah; 

8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan subbagian keuangan; 

9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan subbagian keuangan; 

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 

pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan 

SDM, rumah tangga perlengkapan, Organisasi tata laksana, dan evaluasi 

kinerja Aparatur Sipil Negara 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Umum dan Kepegawaian 

mempunyai uraian tugas : 
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1) Merencanakan kegiatan Subbagian umum dan kepegawaian; 

2) Membagi tugas kepada bawahan; 

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian 

umum dan kepegawaian; 

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan subbagian umum dan 

kepegawaian; 

5) Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan 

pengadministrasian umum; 

6) Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, dan rumah 

tangga; 

7) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan 

pengembangan pegawai; 

8) Menyiapkan Bahan Penyusunan Analisis Kepegawaian; 

9) Melaksanakan Inventarsasi dan Pengelolaan Aset atau kekayaan milik 

daerah di lingkungan Dinas Sosial mulai dari rencana Kebutuhan, 

Pengadaan, Penomoran Inventaris, Penyimpanan, Pendistribusian, 

Penggunaan, Perawatan serta Inventaris Ruangan; 

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan subbagian umum dan 

kepegawaian; 

11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan subbagian umum dan 

kepegawaian; 

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

2. Bidang Pemberdayaan Sosial 

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan 

melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, 

pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pemberdayaan 

Perorangan dan Keluarga, Pemberdayan Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber 

Dana Sosial, Kepahlawan, keperintisan, kesetiakawanan dan Restorasi Sosial. 
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Pemberdayaan 

Sosial mempunyai rincian tugas : 

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pemberdayaan 

Sosial; 

b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang 

Pemberdayaan Sosial; 

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan 

bidang Pemberdayaan Sosial; 

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang 

Pemberdayaan Sosial; 

e. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan 

koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pemberdayaan Perorangan 

dan Keluarga; 

f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi 

dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pemberdayan 

Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial; 

g. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi 

dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Kepahlawan, 

keperintisan, kesetiakawanan dan Restorasi Sosial; 

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang 

Pemberdayaan Sosial; 

i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Sosial; 

dan 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

3. Bidang Rehabilitasi Sosial 

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan 

melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, 

pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Rehabilitasi Sosial 
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Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Rehabilitasi 

Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, bidang rehabilitasi sosial 

mempunyai rincian tugas : 

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Rehabilitasi 

Sosial; 

b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang 

Rehabilitasi Sosial; 

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan 

bidang Rehabilitasi Sosial; 

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang 

Rehabilitasi Sosial; 

e. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan 

koordinasi serta pembinaan teknis terkait Reabilitasi Sosial Anak dan 

Lanjut Usia, 

f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi 

dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Disabilitas. 

g. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi 

dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Rehabilitasi Sosial, Tuna 

Sosial dan Korban Perdagangan Orang; 

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang 

Rehabilitasi Sosial; 

i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi Sosial; 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

4. Bidang Penanganan Fakir Miskin 

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas dan fungsi memimpin 

dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, 
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pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Bantuan Sosial 

Kesejahteraan Keluarga, Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, 

Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Penanganan Fakir 

Miskin mempunyai rincian tugas : 

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penanganan 

Fakir Miskin; 

b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang 

Penanganan Fakir Miskin; 

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan 

Bidang Penanganan Fakir Miskin; 

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang 

Penanganan Fakir Miskin; 

e. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan 

koordinasi serta pembinaan teknis terkait Bantuan Sosial 

Kesejahteraan Keluarga; 

f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi 

dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengelolaan Data 

Terpadu Kesejahteraan Sosial; 

g. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi 

dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Bantuan 

Pengembangan Ekonomi Masyarakat; 

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang 

Penanganan Fakir Miskin; 

i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Penanganan Fakir 

Miskin; 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 
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5. Bidang Perlindungan Korban Bencana 

Bidang Perlindungan Korban Bencana mempunyai tugas dan fungsi 

memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, 

koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait 

Penyediaan Permakanan dan Sandang, Penanganan Khusus bagi Kelompok 

Rentan, Pelayanan Dukungan Psikososial. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Perlindungan 

Korban Bencana mempunyai rincian tugas : 

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perlindungan 

Korban Bencana; 

b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang 

Perlindungan Korban Bencana; 

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan 

Bidang Perlindungan Korban Bencana; 

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang 

Perlindungan Korban Bencana; 

e. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan 

koordinasi serta pembinaan teknis terkait Penyediaan Permakanan 

dan Sandang; 

f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi 

dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Penanganan Khusus 

bagi Kelompok Rentan; 

g. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi 

dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pelayanan Dukungan 

Psikososial; 

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang 

Perlindungan Korban Bencana; 

i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Korban 

Bencana; 
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j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

6. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan 

tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 



Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024  

E. Sumber Daya Manusia 

Untuk melaksanakan tugas-tugas Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau saat 

ini didukung oleh pegawai sebanyak 66 orang yang dikategorikan sebagaimana 

tabel berikut: 

Tabel I.1 
SDM Dinas Sosial Provinsi Kepri Tahun 2024 

 

 
NO 

 
KLASIFIKASI 

STATUS KEPEGAWAIAN 
 
JUMLAH 

 
% 

ASN NON ASN 

PNS PPPK PTT THL 

L P L P L P L P 

1 JABATAN STRUKTURAL 

 a PEJABAT ESELON II 1        1 12,50% 

 b PEJABAT ESELON III 3 2       5 62,50% 

 c PEJABAT ESELON IV 2        2 25,00% 

JUMLAH 8 100,00% 

2 JABATAN FUNGSIONAL 

 a FUNGSIONAL ARSIPARIS         0 0,00% 

 b FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL 5 4  2     11 16,67% 

 c FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL 4 4 1      9 13,64% 

 d FUNGSIONAL PERENCANA 1        1 1,52% 

 e FUNGSIONAL UMUM 10 6   6 8 9 6 45 68,18% 

JUMLAH 66 100,00% 

3 MENURUT GOLONGAN 

 a GOL IV 6 2       8 12,12% 

 b GOL III 13 11       24 36,36% 

 c GOL II 1 1       2 3,03% 

 d GOL IX   1 2     3 4,55% 

 e PTT     6 8   14 21,21% 

 f THL       9 6 15 22,73% 

JUMLAH 66 100,00% 

3 MENURUT PENDIDIKAN 

 a S2 8 3       11 16,67% 

 b S1 9 9 1 2 1 5 3 3 33 50,00% 

 c D3 2        2 3,03% 

 d D2         0 0,00% 

 e D1         0 0,00% 

 f SMA 2 1   4 3 6 2 18 27,27% 

 g SLTP     1  1  2 3,03% 

 h SD         0 0,00% 

JUMLAH 66 100,00% 
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F. Sarana dan Prasarana 

Tabel I.2 
Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Provinsi Kepri s/d Tahun 2024 

 

No NAMA/ JENIS BARANG SPESIFIKASI BARANG 
Asal/Cara 
Perolehan 

Barang 

Tahun 
Beli/ 

Perolehan 
Jumlah 

Keadaan 
barang 

(B/KB/RB) 

1 Filling Cabinet Besi - APBD 2007 6 RB 

2 White board - APBD 2007 1 RB 

3 LCD Proyektor/Infocus Toshiba APBD 2007 1 RB 

4 Meja kayu - APBD 2007 1 RB 

5 Lemari Es LG APBD 2007 1 RB 

6 A.C. Split Panasonic APBD 2007 3 RB 

7 A.C. Split Sanyo APBD 2007 3 RB 

8 Televisi Thosiba 29" APBD 2007 1 RB 

9 Tape Recorder Broad Master APBD 2007 1 RB 

10 Wireless dan Faximili - APBD 2007 1 RB 

11 Meja Kerja Pejabat Eselon II - APBD 2007 1 RB 

12 
Meja Rapat Kapasitas 25 
Orang 

- APBD 2007 1 RB 

13 Kursi Kerja Pejabat Eselon II - APBD 2007 1 RB 

14 
Lemari Buku Untuk Pejabat 
Eselon II 

Gutai APBD 2007 1 RB 

15 
Lemari Buku Untuk Pejabat 
Eselon III 

Gutai APBD 2007 3 RB 

16 
Lemari Buku Untuk Pejabat 
Eselon III 

Gutai APBD 2007 1 RB 

17 Peta/Atlas/Globe - APBD 2007 1 RB 

18 Meja Telepon - APBD 2007 1 RB 

19 Meja Kerja Pejabat Eselon IV - APBD 2007 15 RB 

20 
Meja Kerja Pegawai Non 
Struktural 

- APBD 2007 20 RB 

21 
Kursi Kerja Pegawai Non 
Struktural 

- APBD 2007 20 RB 

22 
Kursi Rapat Ruangan Rapat 
Pejabat Eselon II 

- APBD 2007 1 RB 

23 
Kursi Rapat Ruangan Rapat 
Staf 

futura APBD 2007 20 RB 

24 Pesawat Telepon Panasonic APBD 2007 1 RB 

25 
Scanner (Peralatan Personal 
Komputer) 

Canon APBD 2007 3 RB 

26 Filling Cabinet Besi - APBD 2008 6 KB 

27 Brandkas Aiko APBD 2008 1 B 

28 Sofa - APBD 2008 1 B 

29 Handy Cam Sony APBD 2008 1 RB 

30 Telepon/PABX Panasonic APBD 2008 1 RB 

31 P.C. Unit (Komputer) ACER APBD 2008 1 RB 

32 Lap Top Sony Vaio APBD 2008 7 RB 
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No 

 
NAMA/ JENIS BARANG 

 
SPESIFIKASI BARANG 

Asal/Cara 
Perolehan 

Barang 

Tahun 
Beli/ 

Perolehan 

 
Jumlah 

Keadaan 
barang 

(B/KB/RB) 

33 Lap Top Compaq APBD 2008 1 RB 

34 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

HP APBD 2008 2 RB 

35 
Buku Umum Lain-lain (Buku 
Perundang-undangan) 

- APBD 2008 5 RB 

36 Kursi Tamu - APBD 2008 8 RB 

37 Kursi Tamu - APBD 2008 1 RB 

38 Kipas Angin (Gantung) Panasonic APBD 2008 10 RB 

39 Meja Tamu Biasa - APBD 2008 3 RB 

40 P.C. Unit (Komputer) Acer APBD 2009 1 RB 

41 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

HP APBD 2009 4 RB 

42 
Kendaraan Dinas Operasional 
(Mobil Dinas) 

Toyota /  Innova G MT APBD 2009 1 B 

43 Filling Kabinet - APBD 2010 8 B 

44 Brand Kas Indachi D-800 SSA APBD 2010 2 B 

45 Brand Kas Booil BS-T670 APBD 2010 2 B 

46 
Alat kantor lainnya 
(Dokumentasi/Petunjuk Op) 

- APBD 2010 1 RB 

47 Meja Resepsionis - APBD 2010 1 RB 

48 Meja Kerja Pejabat Eselon III - APBD 2010 5 RB 

49 Meja Rapat Pejabat lainnya Meja Rapat Kecil APBD 2010 1 RB 

50 
Kursi Kerja Pegawai Non 
Struktural 

Kursi Sandaran Sedang APBD 2010 5 RB 

51 P.C. Unit (Komputer) HP APBD 2010 1 B 

52 Lap Top Vaio APBD 2010 2 RB 

53 Lap Top Acer APBD 2010 1 RB 

54 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

Epson TX 300F Series APBD 2010 3 RB 

55 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

Epson 1390 Seris APBD 2010 1 RB 

56 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

HP Laserjet APBD 2010 3 RB 

57 
Alat Kantor Lainnya 
(Flashdisk) 

- APBD 2010 20 RB 

58 
Kursi Rapat Ruangan Rapat 
Staf 

- APBD 2010 15 RB 

59 Kendaraan Dinas Roda 4 Nissan X-Trial APBD 2011 1 B 

60 Dispenser Arisa APBD 2011 6 RB 

61 Lap Top HP APBD 2011 1 RB 

62 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

Epson Stylus TX III APBD 2011 1 RB 

63 
Gedung Pos Jaga Permanen 
(Rumah Petugas Logistik 
Bencana Alam) 

 

APBD 2011 1 B 
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No 

 
NAMA/ JENIS BARANG 

 
SPESIFIKASI BARANG 

Asal/Cara 
Perolehan 

Barang 

Tahun 
Beli/ 

Perolehan 

 
Jumlah 

Keadaan 
barang 

(B/KB/RB) 

 
64 

Bangunan gedung Tempat 
Kerja 
Lainnya (Gardu 
Sosial/Lumbung Sosial) 

 
 

APBD 
 

2011 
 

1 
 

B 

65 
Peralatan Personal Komputer 
lainnya (UPS) 

- APBD 2011 6 RB 

66 Sepeda Motor 
Honda Supra X Helm 

in 125 cc 
APBD 2012 1 B 

67 
Mesin Ketik Manual Standard 
(14-16 inchi) 

Bradher /  M2000 
Deluxe 

APBD 2012 2 KB 

68 Alat Penghancur Kertas Krisbow S.290 APBD 2012 6 RB 

69 LCD Proyektor/Infocus Acer APBD 2012 1 B 

70 Layar LCD Projector - APBD 2012 1 B 

71 Lemari Es LG 2 pintu APBD 2012 1 B 

72 Televisi (42 Inci) Toshiba LED APBD 2012 1 B 

73 Sound System JBL /  GMG WM800 APBD 2012 1 B 

74 Meja Kerja Pejabat Eselon IV Uno APBD 2012 12 RB 

75 Camera Digital Nikon APBD 2012 2 RB 

76 Camera Digital Nikon APBD 2012 1 KB 

77 Camera Digital Nikon Coolpix L310 APBD 2012 1 RB 

78 Lap Top Toshiba Satellite L40-A APBD 2012 1 RB 

79 Lap Top Sony Vaio APBD 2012 4 RB 

80 Lap Top Toshiba APBD 2012 2 RB 

81 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

HP APBD 2012 3 RB 

82 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Indachi APBD 2012 8 B 

83 
Kursi Rapat Ruangan Rapat 
Staf 

Futura APBD 2012 30 B 

84 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

Canon IP 2700 APBD 2012 2 RB 

85 Filling Kabinet - APBD 2013 18 B 

86 Lemari Kaca - APBD 2013 1 B 

87 Meja Rapat - APBD 2013 1 B 

88 A.C. Split 
MITSUBSHI/HEAVY 

DUTY 
APBD 2013 2 RB 

89 A.C. Split LG/S09 LT-2 APBD 2013 2 RB 

90 A.C. Split SAMSUNG APBD 2013 1 B 

91 A.C. Split SANYO APBD 2013 1 RB 

92 Meja Kerja Pejabat Esselon III LB APBD 2013 4 B 

93 Meja Kerja Pejabat Esselon IV LB APBD 2013 7 B 

94 
Lemari Buku untuk Pejabat 
Eselon II 

- APBD 2013 1 KB 

95 P.C. Unit (Komputer) LG APBD 2013 2 KB 

96 Lap Top 
Sony VAIO/SVE 14136 

CVW 
APBD 2013 2 RB 
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No 

 
NAMA/ JENIS BARANG 

 
SPESIFIKASI BARANG 

Asal/Cara 
Perolehan 

Barang 

Tahun 
Beli/ 

Perolehan 

 
Jumlah 

Keadaan 
barang 

(B/KB/RB) 

97 Lap Top 
Sony VAIO/SVE 14136 

CVW 
APBD 2013 2 KB 

98 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

HP Laserjet/P1102 APBD 2013 1 RB 

99 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

Canon Pixma MP237 APBD 2013 3 RB 

100 
Gedung Garasi/Pool 
Permanen (Hanggar) 

- APBD 2013 1 B 

101 Jaringan Transmisi Lain-lain - APBD 2013 1 RB 

102 
Meja Kerja Pegawai Non 
Struktural 

- APBD 2013 10 B 

103 
Kursi Rapat Ruangan Rapat 
Staf 

Futura APBD 2013 20 B 

104 White board - APBD 2014 2 B 

105 Sofa - APBD 2014 1 B 

106 Mesin Potong Rumput Krisbow APBD 2014 1 RB 

107 A.C. Split Samsung APBD 2014 3 B 

108 Handy Cam Sony /  PJ230 E APBD 2014 1 KB 

109 
Meja Kerja Pegawai Non 
Struktural 

Orbitrend APBD 2014 5 B 

110 
Meja Kerja Pegawai Non 
Struktural 

Orbitrend APBD 2014 1 KB 

111 
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip 
Dinamis 

Ovella /  3 Pintu APBD 2014 2 B 

112 
Antena SHF/Portable 
(Parabola) 

Venus APBD 2014 1 RB 

113 Lap Top Lenovo /  B490 APBD 2014 1 RB 

114 Lap Top Lenovo /  B490 APBD 2014 2 B 

115 Lap Top 
Acer /  Aspire E1- 

470G13 
APBD 2014 1 KB 

116 Lap Top Toshiba /  L40-AS109 APBD 2014 1 KB 

117 Lap Top HP /  14-R015TX APBD 2014 1 RB 

118 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

Canon /  Pixma 2870 APBD 2014 2 RB 

119 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

Canon /  LX 6560 APBD 2014 1 RB 

120 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

Canon /  Pixma MX397 APBD 2014 1 RB 

121 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

Epson / L210 APBD 2014 1 RB 

122 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

Epson / L210 APBD 2014 1 KB 

123 
Kursi Kerja Pegawai Non 
Struktural 

Futura APBD 2014 10 B 

124 Filling Kabinet Cabinet APBD 2015 2 B 

125 Brand Kas BS - T 370 (DIAL) APBD 2015 1 B 
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No 

 
NAMA/ JENIS BARANG 

 
SPESIFIKASI BARANG 

Asal/Cara 
Perolehan 

Barang 

Tahun 
Beli/ 

Perolehan 

 
Jumlah 

Keadaan 
barang 

(B/KB/RB) 

126 LCD Proyektor/Infocus 
INFOCUS PROJECTOR 

(IN112A) 
APBD 2015 1 KB 

127 Meja Kerja Kayu ORBIT TREN 1/2 BIRO APBD 2015 12 B 

128 Sofa Asteroit APBD 2015 1 B 

129 A.C. Split LG APBD 2015 2 B 

130 A.C. Split LG /  T05NL - AMBALAE APBD 2015 2 B 

131 Dispenser Niko APBD 2015 3 RB 

132 Lensa Kamera NIKON /  D3100 APBD 2015 1 B 

133 P.C. Unit (Komputer) Lenovo APBD 2015 1 B 

134 P.C. Unit (Komputer) HP APBD 2015 1 B 

135 Lap Top 
LENOVO / IDEAPAD 

S410 I5 
APBD 2015 1 B 

136 Lap Top 
LENOVO / IDEAPAD 

S410 I5 
APBD 2015 1 Hilang 

137 Lap Top 
LENOVO / IDEAPAD 

S410 I5 
APBD 2015 2 RB 

138 Lap Top 
TOSHIBA /  SATELLITE 

C55-A5285 
APBD 2015 1 KB 

139 Lap Top 
TOSHIBA /  SATELLITE 

C55-A5285 
APBD 2015 1 RB 

140 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

EPSON /  L300 APBD 2015 1 RB 

141 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

BOTHER /  MFC 1810 APBD 2015 4 RB 

142 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

Canon /  PIXMA 
MG2570 

APBD 2015 1 RB 

143 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

HP /  Deskjet Ink 
Advantage 1515 

APBD 2015 1 RB 

144 
Scanner (Peralatan Personal 
Komputer) 

EPSON /  WORKFORCE 
GT-1500 

APBD 2015 1 B 

145 Kursi Rapat Nagato /  Chrom Biru APBD 2015 20 B 

146 Kipas Angin Starco Agy APBD 2015 5 RB 

147 Kursi Kerja Pejabat lainnya Phoenix APBD 2015 15 B 

148 
Peralatan Personal Komputer 
lainnya (UPS) 

POWERTREE S650B APBD 2015 6 RB 

149 Mesin Pompa Air PC - 268 BIT APBD 2016 1 RB 

150 Lemari Kayu 
3 pintu kaca, 3 pintu 

biasa 
APBD 2016 2 B 

151 Mesin Absensi M100 Finger Print APBD 2016 1 KB 

152 Papan Pengumuman Model Gantung APBD 2016 1 RB 

153 Sofa 
model 123 /  busa, kain 

PVC 
APBD 2016 2 B 

154 A.C. Split SHARP /  R32 ECO APBD 2016 3 KB 

155 A.C. Split SHARP /  R32 ECO APBD 2016 1 RB 

156 A.C. Split SHARP /  R32 ECO APBD 2016 1 B 

157 Tangki Air penguin /  1550 L APBD 2016 3 B 
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No 

 
NAMA/ JENIS BARANG 

 
SPESIFIKASI BARANG 

Asal/Cara 
Perolehan 

Barang 

Tahun 
Beli/ 

Perolehan 

 
Jumlah 

Keadaan 
barang 

(B/KB/RB) 

158 Meja Kerja Pejabat Eselon III 
Partikel Board 3 laci 1 

pintu 
APBD 2016 1 B 

159 Meja Kerja Pejabat Eseslon IV 
Partikel Board 1 laci 1 

pintu 
APBD 2016 10 B 

160 Meja Rapat 
Meja Rapat Kecil / 

Partikel Board 
APBD 2016 1 B 

161 Kursi Kerja Pejabat Eseslon III 
sandaran tinggi, 
sistem hydrolic 

APBD 2016 6 B 

162 Kursi Kerja Pejabat Eseslon IV 
sandaran sedang, 
sistem hydrolic 

APBD 2016 15 B 

163 Telephone Panasonic KX-FL402 APBD 2016 1 KB 

164 P.C. Unit (Komputer) 
PC Lenovo AIO 300- 

201SH 
APBD 2016 1 B 

165 P.C. Unit (Komputer) 
PC Lenovo AIO 300- 

201SH 
APBD 2016 2 RB 

166 P.C. Unit (Komputer) 
PC Lenovo AIO 300- 

201SH 
APBD 2016 1 KB 

167 P.C. Unit (Komputer) 
PC Lenovo AIO 300- 

201SH 
APBD 2016 4 B 

168 Lap Top Lenovo Ideapad 310 APBD 2016 2 KB 

169 Lap Top Lenovo Ideapad 310 APBD 2016 3 RB 

170 
Komputer Mainframe/Server 
(CPU + Monitor) 

Lenovo APBD 2016 1 B 

171 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

Epson L220 APBD 2016 8 KB 

172 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

Epson L220 APBD 2016 3 RB 

173 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

Cannon Pixma IX6770 APBD 2016 1 RB 

174 
Bangunan Gedung Kantor 
Permanen (Kantor Dinas 
Sosial Prov. Kepri) 

Gedung Kantor Dinas 
Sosial Prov. Kepri 

APBD 2016 1 B 

175 Revitalisasi Kantor - APBD 2016 1 B 

176 Interior dan Eksterior Kantor - APBD 2016 1 B 

177 Canopy & Selasar Kantor - APBD 2016 1 B 

178 Semenisasi Kantor - APBD 2016 1 B 

179 Lanscape Kantor Tahap 1 - APBD 2016 1 B 

180 Mesin Penghitung Uang SCURE LD-22A APBD 2017 2 B 

181 Meja Podium (Mimbar) - APBD 2017 1 B 

182 Lemari Penyimpanan - APBD 2017 1 B 

183 AC Split SHARP /  R32 ECO APBD 2017 4 B 

184 AC Split SHARP /  R32 ECO APBD 2017 1 KB 

185 Audio Amplifier (Speaker) Bose APBD 2017 1 KB 

186 Audio Amplifier (Speaker) Bose APBD 2017 2 B 
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No 

 
NAMA/ JENIS BARANG 

 
SPESIFIKASI BARANG 

Asal/Cara 
Perolehan 

Barang 

Tahun 
Beli/ 

Perolehan 

 
Jumlah 

Keadaan 
barang 

(B/KB/RB) 

 
187 

Cable / Sound 
System/Microphone (Stand 
Mic, Mic Kabel, Mic Meja, 
Speaker Corong) 

(Prostar, Sony SN - 88, 
Philips, TOA) 

 
APBD 

 
2017 

 
1 

 
KB 

188 Gordyn Vinil - APBD 2017 1 B 

189 Gordyn Vinil - APBD 2017 1 B 

190 Meja Kerja Pejabat Eselon III - APBD 2017 1 B 

191 Meja Kerja Staf - APBD 2017 4 B 

192 Audio Amplifier BLS AV 89-USB APBD 2017 2 KB 

193 Audio Amplifier BLS AV 89-USB APBD 2017 1 B 

194 
Kabel Sound System 
(Pemasangan Instalasi 
Speaker/TOA dan Kabel) 

- APBD 2017 1 KB 

195 P.C. Unit (Komputer) Lenovo /  AIO 510 APBD 2017 2 B 

196 Lap Top 
Lenovo /  Ideapad 310 

(Processor Core i5) 
APBD 2017 2 RB 

197 Lap Top 
Lenovo /  Ideapad 310 

(Processor Core i5) 
APBD 2017 3 B 

198 Lap Top 
Lenovo /  Ideapad 310 

(Processor Core i5) 
APBD 2017 2 KB 

199 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

Epson / L360 APBD 2017 3 RB 

200 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

Epson / L360 APBD 2017 3 KB 

201 
Peralatan Personal Komputer 
lainnya (UPS) 

UPS CT /  1082 B APBD 2017 1 KB 

202 Partisi Kaca - APBD 2017 1 B 

203 Paping Blok - APBD 2017 1 B 

204 Revitalisasi Kantor Tahap 2 - APBD 2017 1 KB 

205 Interior Kantor Tahap 2 - APBD 2017 1 B 

206 Lanscape Kantor Tahap 2 - APBD 2017 1 B 

207 
Mesin Absensi (Finger Print 
Portable) 

BIOV Scanner BS 500 APBD 2018 1 B 

208 Lap Top 
Acer /  Nitro 5 AN515- 

41 
APBD 2018 1 RB 

209 Lap Top 
Acer /  Nitro 5 AN515- 

41 
APBD 2018 1 KB 

210 
DED Perencanaan Gedung 
LVRI 

- APBD 2018 1 B 

211 
Jasa Konsultasi Perencanaan 
(Pembangunan Kantor Dinsos 
Kepri) 

- APBD 2018 1 B 

212 Pematangan Lahan Kantor - APBD 2018 1 B 

213 
Jasa Konsultan Pengawasan 
Pematangan Lahan Kantor 

- APBD 2018 1 B 
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No 

 
NAMA/ JENIS BARANG 

 
SPESIFIKASI BARANG 

Asal/Cara 
Perolehan 

Barang 

Tahun 
Beli/ 

Perolehan 

 
Jumlah 

Keadaan 
barang 

(B/KB/RB) 

214 
Rak Besi (Rak Arsip (Uk. : P. 
100cm x L. 40cm x T. 240cm)) 

Rak Besi APBD 2019 8 B 

215 
Lemari Display (Lemari 
Backdrop Uk. : P. 400cm x T. 
310cm) 

Lemari Bahan 
Multiflek Finishing HPL 

APBD 2019 1 B 

216 
Meja Makan Besi (Meja Kursi 
Makan) 

Rangka Besi dan 
Bahan Multiflek 
Finishing HPL 

APBD 2019 6 B 

217 A.C. Split 
Sharp / 

AH-A12UCY 
APBD 2019 6 B 

218 
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip 
Dinamis (Lemari Arsip Uk. : P. 
380cm x L. 40cm x T. 310cm) 

Lemari Bahan 
Multiflek Finishing HPL 

APBD 2019 1 B 

219 
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip 
Dinamis (Lemari Arsip Uk. : P. 
580cm x L. 40cm x T. 310cm) 

Lemari Bahan 
Multiflek Finishing HPL 

APBD 2019 1 B 

220 Camera Digital (Drone) 
DJI / SPARK FLY MORE 

COMBO 
APBD 2019 1 B 

 
221 

 
Lap Top 

ASUS / A407UF- 
BV522T (I5, 4GB, 

1TBHDD, NVIDIA 2GB, 
WIN10, 14IN) 

 
APBD 

 
2019 

 
1 

 
KB 

 
222 

 
Lap Top 

ASUS / A407UF- 
BV522T (I5, 4GB, 

1TBHDD, NVIDIA 2GB, 
WIN10, 14IN) 

 
APBD 

 
2019 

 
2 

 
B 

 
223 

 
Lap Top 

Acer /  Predator Nitro 5 
AN515-52 (I7, 8GB, 

1TBHDD+256GB SSD, 
NVIDIA 4GB, WIN10, 

15,6IN) 

 
APBD 

 
2019 

 
1 

 
KB 

224 Lap Top 
HP /  14S-CF0044TX (I5, 
8GB, 1TB, AMD 2GB, 

WIN10, 14IN) 
APBD 2019 1 B 

225 Lap Top 
HP /  14S-CF0044TX (I5, 
8GB, 1TB, AMD 2GB, 

WIN10, 14IN) 
APBD 2019 2 KB 

226 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

EPSON / EcoTank 
L3110 (All-in-One Ink 

Tank Printer) 
APBD 2019 1 RB 

227 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

EPSON /  EcoTank 
L3110 (All-in-One Ink 

Tank Printer) 
APBD 2019 2 KB 

228 
Jasa Konsultan Perencanaan 
Pada Kegiatan Peningkatan 

- APBD 2019 1 B 
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No 

 
NAMA/ JENIS BARANG 

 
SPESIFIKASI BARANG 

Asal/Cara 
Perolehan 

Barang 

Tahun 
Beli/ 

Perolehan 

 
Jumlah 

Keadaan 
barang 

(B/KB/RB) 

 dan Pemeliharaan Sarana- 
Prasarana Aparatur 

     

 
229 

Interior Kantor Pada Kegiatan 
Peningkatan dan 
Pemeliharaan Sarana- 
Prasarana Aparatur 

 
- 

 
APBD 

 
2019 

 
1 

 
B 

 
230 

Jasa Konsultan Pengawasan 
Pada Kegiatan Peningkatan 
dan Pemeliharaan Sarana- 
Prasarana Aparatur 

 
- 

 
APBD 

 
2019 

 
1 

 
B 

231 
Belanja Konsultan 
Perencanaan Pembuatan 
Auning Parkir 

- APBD 2020 1 B 

232 Mesin Pemotong Rumput PAZTO 338 APBD 2021 1 KB 

233 Lap Top HP APBD 2021 2 B 

234 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

EPSON /  L1110 APBD 2021 1 B 

235 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

EPSON /  EcoTank 
L3210 

APBD 2021 1 B 

 
236 

Belanja Konsultan 
Perencanaan Rehabilitasi 
Gedung Kantor Dinas Sosial 
Provinsi Kepulauan Riau 

 
- 

 
APBD 

 
2021 

 
1 

 
B 

 
237 

Belanja Konsultan 
Perencanaan Semenisasi Jalan 
Kantor Dinas Sosial Provinsi 
Kepulauan Riau 

 
- 

 
APBD 

 
2021 

 
1 

 
B 

238 Mesin Pompa Air 
SHIMITZU /  Presure 

Tank PT-190bit 
APBD 2022 1 B 

239 Lemari Penyimpan Piring GLOBAL /  ALUMINIUM APBD 2022 1 B 

 
240 

 
Papan Nama Instansi 

Papan Nama 
Sekretariat Rumah 

Pelayanan Rehabilitasi 
Sosial Anak "CERIA" 

 
APBD 

 
2022 

 
1 

 
B 

241 
Kasur/Spring Bed (Tempat 
Tidur Single - lengkap) 

SIMSON APBD 2022 4 B 

242 Lemari Es LG / INVERTER APBD 2022 1 B 

243 Rice Cooker (Alat Dapur) PHILIPS APBD 2022 1 B 

244 Tangga Alumunium Fiber /  KW0102182 APBD 2022 1 B 

245 Dispenser 
MITO MD-666 / 
SWD-72EHL-WH 

APBD 2022 3 B 

246 Tangki Air PENGUIN /  1000 L APBD 2022 1 B 

 
247 

 
Alat Pemadam Kebakaran 
lainnya 

Alat Pemadam Api 
Ringan (APAR) / 

Carbon Dioxide (C02) 
3 Kg (ABI-3C) 

 
APBD 

 
2022 

 
6 

 
B 
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No 

 
NAMA/ JENIS BARANG 

 
SPESIFIKASI BARANG 

Asal/Cara 
Perolehan 

Barang 

Tahun 
Beli/ 

Perolehan 

 
Jumlah 

Keadaan 
barang 

(B/KB/RB) 

248 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 
Kursi Kerja /  Bahan 

Kulit 
APBD 2022 1 B 

249 Camera Conference Logitech /  CC2900ep APBD 2022 1 B 

250 Lap Top HP /  PAV Gaming 15 APBD 2022 2 B 

251 Lap Top ASUS /  Core I5 APBD 2022 1 B 

252 Lap Top ASUS /  Core I7 APBD 2022 1 B 

253 Lap Top 
ASUS / 

X415EP_A416EP 
APBD 2022 1 B 

254 Lap Top 
Lenovo /  5020263D - 

IdeaPad 3 14ITL6 
APBD 2022 2 B 

255 Lap Top 
HP / Aero 13 - BE 0003 

AU 
APBD 2022 2 B 

256 Lap Top GPD Pocket 3 APBD 2022 1 B 

257 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

EPSON /  L3210 APBD 2022 2 B 

258 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

Epson L3150 APBD 2022 2 B 

259 
Scanner (Peralatan Personal 
Komputer) 

EPSON /  DS-530II APBD 2022 1 B 

260 Kipas Angin Kazuki /  stand APBD 2022 5 B 

261 Kompor Gas 
Miyako /  2 

tungku 
APBD 2022 1 B 

262 
Alat Dapur lainnya (Meja 
Kompor) 

Global / 
Aluminium 

APBD 2022 1 B 

263 Karpet (Tikar Plastik Lipat) Singa Laut /  Lipat APBD 2022 1 B 

264 Lemari Plastik Tabitha /  susun APBD 2022 5 B 

265 Microphone/Wireless MIC 
SHURE / 
SH-100A 

APBD 2022 1 B 

266 A.C. Split 
AHISENSE AC 
AN09CDG 1PK 

APBD 2023 3 B 

267 Televisi LG / 70UQ8000 APBD 2023 1 B 

268 
Bracket Standing Peralatan 
(Braket TV) 

Bracket TV 70 Inchi APBD 2023 1 B 

269 
Kursi Kerja Pegawai Non 
Struktural 

Kursi Kerja Staf / 
D802 

APBD 2023 3 B 

270 Audio Mixing Portable (Mixer) 
Yamaha MG12XU 12- 
channel Mixer with 

USB and Effects 
APBD 2023 1 B 

271 Microphone/Wireless MIC Mic Shure UR 12D APBD 2023 1 B 

272 Camera Digital 
Canon EOS 800D Kit 

18-55mm 
APBD 2023 1 B 

273 Camera Digital Sony / A6300 APBD 2023 1 B 

274 Lap Top 
AXIOO /  Mybook Pro 

K5(8N5) 
APBD 2023 3 B 

275 Lap Top 
ACER /  TRAVELMATE 

P214 CORE-I7 
APBD 2023 1 B 
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276 Lap Top 
ACER /  TRAVELMATE 

P214 CORE-I5 
APBD 2023 2 B 

277 Lap Top 
Onesia /  N1450- 
R781NW (Aksara 

Series-I7) 
APBD 2023 1 B 

278 Lap Top 
ACER /  TRAVELMATE 

P214 CORE-I7 
APBD 2023 1 B 

279 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

Epson / EcoTank 
L3250 

APBD 2023 1 B 

280 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

Epson /  EcoTank 
L3250 

APBD 2023 2 B 

281 Mesin Bor Tangan BOSCH /  GBM 350 APBD 2023 1 B 

282 Gerobak Dorong XD /  6230 APBD 2023 1 B 

283 Pagar Lain-lain (Portal) Portal Besi APBD 2023 1 B 

 
284 

 
Mini Bus (Mobil Tangki /  Light 
Truck) 

 
ISUZU /  NKR71 STD 5,8 

E2 

Serah 
Terima dari 
Kesbangpol 
Prov Kepri 

 
2005 

 
1 

 
KB 

 
285 

Mini Bus (Mobil WC Toilet / 
Light Truck) 

ISUZU /  NKR71 STD 5,8 
E2 

Serah 
Terima dari 
Kesbangpol 
Prov Kepri 

 
2005 

 
1 

 
KB 

 
286 

Sport Utility Vehicle (SUV) / 
Kendaraan Dinas 

 
Honda /  CRV 1.5 Turbo 

Serah 
Terima 

BKAD Prov 
Kepri 

 
2023 

 
1 

 
B 

287 
Scanner (Peralatan Personal 
Komputer) 

EPSON /  WORKFORCE 
DS-770II 

APBD 2024 2 B 

 
288 

Kendaraan Dinas Pejabat 
Esselon II (Kendaraan Dinas 
Bermotor Perorangan 
Lainnya) 

TOYOTA /  Innova 
Zenix 2.0 G CVT 

 
APBD 

 
2024 

 
1 

 
B 

289 Kipas Angin KDK /  WN40B APBD 2024 1 B 

290 Televisi 
Samsung /  Smart TV 

T4503 
APBD 2024 1 B 

291 Meja Kerja Pejabat Eselon II 
Yuan Cheng /  Meja 

Kayu 
APBD 2024 1 B 

292 A.C. Split 
SAMSUNG /  1 PK 

AR09BGHQASINSE 
APBD 2024 4 B 

293 CCTV 
HIKVISION /  Smart 

Hybrid Light_(6 
Camera 8 Channel) 

APBD 2024 1 B 

294 Microphone/Wireless MIC 
ANYSONG / 

Professional Digital 
Conference System 

APBD 2024 1 B 

295 Kursi Rapat RACE APBD 2024 10 B 
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barang 

(B/KB/RB) 

296 Sepeda Motor 
HONDA /  BEAT 

SPORTY CBS 
APBD 2024 4 B 

297 Air Purifier 
SHARP /  AIR PURIFIER 

KI-L60Y 
APBD 2024 1 B 

298 P.C. Unit (Komputer) 
AXIOO /  MYPC ONE 

PRO H7 (8S2) 
APBD 2024 1 B 

299 Lap Top 
ACER /  Travelmate 

P214 Core-i7 
APBD 2024 2 B 

300 Lap Top 
Axioo /  Mybook Pro 

H5 
APBD 2024 1 B 

301 
Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

EPSON /  L3210 APBD 2024 2 B 

302 Mesin Pemotong Rumput Pro Tanaka /  388 PE APBD 2024 1 B 

303 Televisi 
SHARP /  Smart TV 42 

Inch 
APBD 2024 1 B 

    TOTAL 830  

 
Keterangan 

- B : Baik 
- KB : Kurang Baik 
- RB : Rusak Berat 

Kondis Aset Dinas Sosial dapat digambarkan sebagai berikut : 
 

Gambar 2 : 
Kondisi Aset Dinas Sosial s.d. Tahun 2024 

 

Hilang; 1 

 
Rusak Berat; 

322 
 
 

 
Baik; 446 

 
 
 

 
Kurang Baik; 61 
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G. Sistematika Penyusunan 

LKIP Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau disusun berdasarkan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Adapun LKIP Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I   :  Pendahuluan 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan 

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan 

utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. 

BAB II   :  Perencanaan Kinerja 

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 

yang bersangkutan. 

BAB III  :  Akuntabilitas Kinerja 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan 

hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan 

kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian 

kinerja sebagai berikut: 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen 

perencanaan strategis organisasi; 

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang 

telah dilakukan; 
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5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

B. Realisasi Anggaran 

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan 

yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai 

dengan dokumen Perjanjian Kinerja. 

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja 

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan 

organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 

Lampiran: 

1) Perjanjian Kinerja 

2) Lain-lain yang dianggap perlu 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 
A. Perencanaan Strategis 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah, rencana strategis merupakan 

langkah awal yang harus dilakukan pemerintah 

agar mampu menjawab tuntunan lingkungan 

strategis lokal, nasional dan global, dan tetap 

berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. 

Rencana strategis adalah dokumen yang merinci tujuan jangka panjang 

dan pendek suatu instansi pemerintah, serta strategi yang akan diadopsi untuk 

mencapai tujuan tersebut. Rencana strategis membantu instansi pemerintah 

menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik di tingkat lokal, nasional, maupun 

global. Melalui proses penyusunan rencana strategis, instansi pemerintah 

mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja 

mereka, seperti perubahan kebijakan, tren sosial, perkembangan teknologi, dan 

persyaratan hukum. 

Selain itu, rencana strategis juga membantu instansi pemerintah tetap 

berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dalam konteks ini, instansi 

pemerintah harus mempertimbangkan arah kebijakan nasional, prioritas 

strategis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta kerangka regulasi dan tata 

kelola yang berlaku di tingkat nasional. Dengan memiliki rencana strategis yang 

jelas, instansi pemerintah dapat mengarahkan sumber daya mereka secara 

efektif, mengidentifikasi area prioritas untuk intervensi, serta mengukur dan 

melacak pencapaian kinerja mereka. Rencana strategis juga memungkinkan 

pemerintah untuk mengkomunikasikan visi, misi, dan tujuan mereka kepada 

masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. 

Rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 

adalah dokumen yang menyusun visi, misi, tujuan, strategi, dan rencana aksi 
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untuk mencapai tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial 

Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2021 sampai dengan 2026, dengan 

berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai Visi - Misi Gubernur Kepulauan Riau, 

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Pada Tahun 

2024 adalah tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi 

Kepulauan Riau. 

1. Visi Gubernur Kepulauan Riau 

Berdasarkan kondisi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau saat ini, 

permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, dengan 

memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh pemerintah 

daerah, maka gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin 

dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu lima tahun ke depan 

ialah sebagai berikut: 

ά¢ŜǊǿǳƧǳŘƴȅŀ Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan .ŜǊōǳŘŀȅŀΦέ 

Dalam visi tersebut terdapat tiga kata kunci yaitu Makmur, Berdaya Saing, 

dan Berbudaya. Adapun tiga kata kunci tersebut mengandung pengertian 

sebagai berikut: 

a. Makmur 

Mengandung arti menwujudkan kehidupan masyarakat Kepulauan Riau 

yang lebih layak dan sejahtera; 

b. Berdaya Saing 

Mengandung arti terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi 

pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di 

tingkat regional dan internasional; 

c. Berbudaya 

Berbudaya mengandung arti Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, 

kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih 

berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional. 
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2. Misi Gubernur Kepulauan Riau 

Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk 

mewujudkan visi Gubernur Kepulauan Riau tersebut ialah sebagai berikut: 

a. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, 

Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan 

Kemakmuran Masyarakat; 

b. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan 

Berorientasi Pelayanan; 

c. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan 

Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa; 

d. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam 

Mendukung Pembangunan Berkelanjutan; 

e. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur 

Kawasan. 

3. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau 

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu 

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, 

dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan 

merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi OPD dan memiliki 

keterkaitan dengan misi Gubernur yang ingin dicapai. 

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang 

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional. Perumusan 

sasaran disertai dengan penetapan indikator kinerja OPD dan target untuk 

kelompok-kelompok sasaran yang dilayani maupun jenis-jenis permasalahan 

yang ditangani. 
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Tabel II.1 
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial 

 

Misi RPJMD Tujuan Dinas Sosial Sasaran Dinas Sosial 

Misi 3 : 

Mewujudkan Kualitas 
Sumber Daya Manusia yang 
Berkualitas, Sehat, dan 
Berdaya Saing dengan 
Berbasiskan Iman dan 
Takwa 

Meningkatkan taraf 
kesejahteraan sosial 
masyarakat. 

1. Meningkatnya kemandirian 
keluarga miskin; 

2. Meningkatnya fungsi sosial 
penyandang disabilitas 
terlantar, anak terlantar, 
lanjut usia terlantar, 
gelandangan dan pengemis, 
penyandang masalah 
kesejahteraan sosial (PMKS) 
lainnya di luar HIV/AIDS dan 
NAPZA dalam kehidupan 
bermasyarakat; 

3. Meningkatnya peran PSKS 
dalam penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial serta 
penghayatan masyarakat 
terhadap nilai-nilai 
kepahlawanan, keperintisan, 
kesetiakawanan sosial, dan 
kearifan lokal; 

Misi 2 : 

Melaksanakan Tata Kelola 
Pemerintahan yang Bersih, 
Terbuka, dan 
Berorientasi Pelayanan 

4. Meningkatnya perlindungan 
sosial kepada korban 
bencana alam dan bencana 
sosial; 

5. Meningkatnya ketercapaian 
IKU. 

 

4. Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau 

Strategi adalah pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana 

tujuan dan sasaran OPD akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam 

serangkaian kebijakan. Suatu strategi dapat secara spesifik dikaitkan dengan 

satu sasaran atau sekelompok sasaran. 

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melaksanakan 

strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. 
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Tabel II.2 
Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Kepri 

 

Strategi Kebijakan 

1. Meningkatkan kemandirian PPKS 
melalui pengembangan potensi 
diri, bantuan ekonomi produktif, 
bantuan stimulan, dan bantuan 
kebutuhan pokok. 

1. Peningkatan kemandirian PPKS difokuskan 
pada pengembangan potensi PPKS dan 
bantuan ekonomi produktif; 

 2. Pemenuhan kebutuhan pendamping sosial 
Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan 
Kelompok Usaha Bersama (KUBE). 

2. Meningkatkan jangkauan dan 
pemerataan penanganan PPKS 
berdasarkan data permasalahan 
yang ada. 

1. Penanganan fakir miskin secara 
proporsional di wilayah perdesaan dan 
perkotaan, serta wilayah pesisir, 
perbatasan, dan pulau-pulau kecil; 

  2. Penanganan PPKS secara proporsional di 
daerah kabupaten/kota berdasarkan data 
permasalahan yang ada. 

3. Melaksanakan refungsionalisasi 
PPKS melalui rehabilitasi sosial 
berbasis lembaga (panti dan 
LKS). 

Pemenuhan kebutuhan pendamping sosial anak, 
lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, dan 
tunasosial, serta korban tindak kekerasan, 
eksploitasi, dan perdagangan manusia. 

4. Menjamin keterpenuhan 
kebutuhan dasar PPKS yang 
memenuhi persyaratan melalui 
asuransi kesejahteraan sosial 
dan/atau bantuan langsung 
berkelanjutan. 

Pemenuhan kebutuhan SDM Nonaparatur 
Askesos dan Program Keluarga Harapan (PKH). 

5. Menyediakan sarana-prasarana 
utama pendukung keberhasilan 
penyelenggaraan kesejahteraan 
sosial. 

Penyediaan sarana-prasarana difokuskan untuk 
penyelenggaraan rehabilitasi sosial berbasis 
lembaga (panti dan LKS) serta perlindungan 
sosial korban bencana. 

6. Memberikan perlindungan sosial 
kepada korban bencana alam 
dan bencana sosial melalui 
pemenuhan kebutuhan pokok 
dan pemulihan trauma. 

Pemenuhan kebutuhan tenaga psikososial pada 
saat bencana dan pascabencana. 

7. Memperkuat kapasitas PSKS dan 
kepedulian masyarakat dalam 
penyelenggaraan kesejahteraan 
sosial melalui penyuluhan sosial 
dan penguatan kelembagaan 
sosial. 

1. Peningkatan profesionalisme penyuluh 
sosial melalui diklat dan bimbingan teknis. 

 2. Penguatan kelembagaan sosial melalui 
pembinaan dan pemberian bantuan 
operasional. 
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Strategi Kebijakan 

8. Memantapkan manajemen 
penyelenggaraan kesejahteraan 
sosial dalam hal perencanaan, 
tata laksana, monev, pelaporan, 
dan koordinasi. 

1. Pemutakhiran data PPKS dan PSKS secara 
periodik. 

 2. Pemenuhan kebutuhan standar operasional 
prosedur (SOP) dalam berbagai pelaksanaan 
aktivitas kedinasan PD. 

  3. Perluasan cakupan permasalahan yang 
menjadi sasaran monev, dan pembuatan 
instrumen monev yang terukur. 

  4. Perbaikan mekanisme pengawasan internal 
bulanan terhadap capaian kinerja dan 
keuangan PD. 

  5. Pengintensifan koordinasi lintas sektor dan 
koordinasi dengan para pemangku 
kepentingan. 

9. Meningkatkan kualitas SDM 
aparatur kesejahteraan sosial. 

1. Penjalinan kerja sama dengan lembaga 
pendidikan dalam rangka peningkatan 
kompetensi aparatur kesejahteraan sosial. 

  2. Peningkatan profesionalisme aparatur 
kesejahteraan sosial melalui pelatihan, 
bimtek, dsb. 

 
B. Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan 

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan 

sasaran strategis organisasi perangkat daerah 

dan salah satu alat untuk mengukur kinerja 

dari apa yang telah direncanakan. Salah satu 

upaya  untuk  memperkuat  akuntabilitas 

dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara review Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu 

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. 
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Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Indikator Kinerja 

Utama untuk tingkat Organisasi Perangkat Daerahyang tertuang dalam 

Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021ς 

2026. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi 

Kepulauan Riau adalah sebagai berikut : 

Tabel II.3 
Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 s/d 2026 

 

 
Sasaran 

 
Indikator Sasaran 

 
Satuan 

Kondisi 
Kinerja 
Awal 

Renstra 

Kondisi 
Kinerja 
Akhir 

Renstra 

Meningkatnya kemandirian 
keluarga miskin 

Persentase keluarga miskin 
yang terpenuhi kebutuhan 
dasarnya 

% 6,73 28,48 

Meningkatnya fungsi sosial 
penyandang disabilitas 
terlantar, anak terlantar, lanjut 
usia terlantar, gelandangan 
dan pengemis, penyandang 
masalah kesejahteraan sosial 
(PMKS) lainnya di luar 
HIV/AIDS dan NAPZA dalam 
kehidupan bermasyarakat 

Persentase penyandang 
disabilitas terlantar yang 
terpenuhi kebutuhan dasarnya 

% 100,00 100,00 

Persentase anak terlantar yang 
terpenuhi kebutuhan dasarnya 

% 100,00 100,00 

Persentase lanjut usia 
terlantar yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya 

% 100,00 100,00 

Persentase gelandangan dan 
pengemis yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya 

% 100,00 100,00 

Persentase penyandang 
masalah kesejahteraan sosial 
(PMKS) lainnya di luar 
HIV/AIDS dan NAPZA, yang 
terpenuhi kebutuhan dasarnya 

% 100,00 100,00 

Persentase sarana-prasarana 
penyelenggara rehabilitasi 
sosial yang memenuhi standar 
pelayanan 

% 25,00 100,00 

Meningkatnya peran PSKS 
dalam penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial serta 

Persentase PSKS kelembagaan 
yang sesuai dengan standar 
minimal pelayanan 

% 25,00 11,82 
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Sasaran 

 
Indikator Sasaran 

 
Satuan 

Kondisi 
Kinerja 
Awal 
Renstra 

Kondisi 
Kinerja 
Akhir 
Renstra 

penghayatan masyarakat 
terhadap nilai-nilai 
kepahlawanan, keperintisan, 
kesetiakawanan sosial, dan 
kearifan lokal 

Persentase PSKS perseorangan 
yang sesuai standar minimal 
pekerjaan sosial 

% 31,36 35,65 

Persentase taman makam 
pahlawan yang dikelola 

% 11,11 11,11 

Meningkatnya perlindungan 
sosial kepada korban bencana 
alam dan bencana sosial 

Persentase korban bencana 
alam dan bencana sosial 
provinsi yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya 

% 100,00 100,00 

Meningkatnya ketercapaian 
IKU 

Persentase ketercapaian IKU % 100,00 100,00 

 
C. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja Dinas Sosial Provinsi 

Kepulauan Riau disusun berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk   Teknis   Perjanjian   Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang 

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja jelas dan terukur 

dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang 

dikelolanya. Tujuan Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk, meningkatkan 

akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur sebagai wujud nyata komitmen 

antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian 

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan 

tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar 

pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. 
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Sebagai penjabaran Visi - Misi Gubernur Kepulauan Riau, Tujuan dan 

Sasaran Strategis Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau instansi pelaksana urusan 

sosial pelayanan dasar, maka ditetapkan 5 Sasaran Strategis sebagai berikut : 

1. Meningkatnya kemandirian keluarga miskin; 

2. Meningkatnya fungsi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, 

lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, penyandang masalah 

kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA dalam 

kehidupan bermasyarakat; 

3. Meningkatnya perlindungan sosial kepada korban bencana alam dan 

bencana sosial; 

4. Meningkatnya peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta 

penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, 

kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal; 

5. Meningkatnya ketercapaian IKU. 

Kelima sasaran strategis tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dan merupakan pilar pokok 

kesejahteraan sosial untuk mencapai Visi - Misi Gubernur Kepulauan Riau dan 

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. 

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah 

sebagai berikut : 

Tabel II.4 
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 

 

Sasaran Indikator Sasaran Target 

Meningkatnya kemandirian keluarga 
miskin 

Persentase keluarga miskin yang 
terpenuhi kebutuhan dasarnya 

9,26 % 

Meningkatnya fungsi sosial penyandang 
disabilitas terlantar, anak terlantar, 
lanjut usia terlantar, gelandangan dan 
pengemis, penyandang masalah 
kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di 
luar HIV/AIDS dan NAPZA dalam 
kehidupan bermasyarakat 

Persentase penyandang disabilitas 
terlantar yang terpenuhi kebutuhan 
dasarnya 

100,00 % 

Persentase anak terlantar yang 
terpenuhi kebutuhan dasarnya 

100,00 % 

Persentase lanjut usia terlantar yang 
terpenuhi kebutuhan dasarnya 

100,00 % 
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Sasaran Indikator Sasaran Target 

 Persentase gelandangan dan pengemis 
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 

100,00 % 

Persentase penyandang masalah 
kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di 
luar HIV/AIDS dan NAPZA, yang 
terpenuhi kebutuhan dasarnya 

100,00 % 

Persentase sarana-prasarana 
penyelenggara rehabilitasi sosial yang 
memenuhi standar pelayanan 

100,00 % 

Meningkatnya peran PSKS dalam 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial 
serta penghayatan masyarakat 
terhadap nilai-nilai kepahlawanan, 
keperintisan, kesetiakawanan sosial, 
dan kearifan lokal 

Persentase PSKS kelembagaan yang 
sesuai dengan standar minimal 
pelayanan 

4,55 % 

Persentase PSKS perseorangan yang 
sesuai standar minimal pekerjaan sosial 

16,96 % 

Persentase taman makam pahlawan 
yang dikelola 

11,11 % 

Meningkatnya perlindungan sosial 
kepada korban bencana alam dan 
bencana sosial 

Persentase korban bencana alam dan 
bencana sosial provinsi yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya 

100,00 % 

Meningkatnya ketercapaian IKU Persentase ketercapaian IKU 100,00 % 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

Akuntabilitas kinerja merupakan wujud 

pertanggungjawaban atas suatu pelaksanaan 

kebijaksanaan, program dan kegiatan yang telah 

ditetapkan dan dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah selama kurun waktu tertentu, baik 

kepada instansi yang lebih atas maupun kepada 

άǎǘŀƪŜ ƘƻƭŘŜǊέ ƭŀƛƴƴȅŀ ȅŀƴƎ ōŜǊƪƻƳǇŜǘŜƴ ǘŜǊƳŀǎǳƪ Řƛ ŘŀƭŀƳƴȅŀ ƪŜǇŀŘŀ ƳŀǎȅŀǊŀƪŀǘΦ 

Secara umum pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 

mencakup beberapa aspek yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu aspek 

pelaksanaan kinerja, strategis maupun aspek keuangan. 

Sepanjang Tahun 2024 dapat dilihat kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau 

dari indikator kinerja utama, capaian kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja yang 

diuraikan dalam dimensi-dimensi sebagai berikut: 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Evaluasi kinerja di mana pengukuran kinerja yang mencakup penetapan 

indikator kinerja dan capaian indikator kinerja dengan menggunakan formulir 

Pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan 

antara indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya sebagaimana 

sesuai dengan agenda yang telah di tetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan 

Riau tahun 2024. 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai 

dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 

rangka mewujudkan visi dan misi instansi 

pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian 

(assessment) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja 
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kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan 

dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan 

mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan 

kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap 

pencapaian sasaran dan tujuan. 

Pengukuran kinerja kegiatan di Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau telah 

menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan 

mudah dievaluasi. Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan 

disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan tersebut 

dapat diukur tingkat pencapaiannya. Apabila semakin tinggi realisasi indikator 

menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik diukur dengan 

menggunakan rumus : 

 

CAPAIAN KINERJA = 
 REALISASI  

x 100% 
TARGET 

Kesimpulan pengukuran kinerja akan memberikan gambaran kepada 

penerima informasi mengenai nilai atau predikat capaian kinerja. Untuk 

membuat kesimpulan hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan skala pengukuran 

kinerja yang dibuat berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi 

Kepulauan Riau dan Predikat Pencapaian Kinerja tersebut adalah: 

Tabel III.1 
Nilai Capaian Kinerja 

 

Skor Rentang Capaian Kategori Capaian 

4 > 100 % Sangat Baik 

3 75 % s.d. 100 % Baik 

2 55 % s.d. 75 % Cukup 

1 < 55 % Kurang 

 

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil Pengukuran 

Kinerja pada beberapa indikator kinerja yang telah mencapai target yang di 

diinginkan dengan capaian seluruh indikator ± 100,00%, hal ini cukup 

memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan kinerja Dinas 

Sosial Provinsi Kepulauan Riau. 
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1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 

Poin ini mengukur dan menjelaskan pencapaian target indikator kinerja 

sasaran strategis yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran dibandingkan 

dengan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun yang sama. 

Tabel III.2 
Pengukuran Kinerja Antara 

Target dan Realisasi Tahun 2024 
 

Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi % 

Meningkatnya kemandirian 

keluarga miskin 

Persentase keluarga miskin 

yang terpenuhi kebutuhan 

dasarnya 

9,26 % 9,26 % 100,00 % 

Meningkatnya fungsi sosial 

penyandang disabilitas 

terlantar, anak terlantar, 

lanjut usia terlantar, 

gelandangan dan pengemis, 

penyandang masalah 

kesejahteraan sosial (PMKS) 

lainnya di luar HIV/AIDS dan 

NAPZA dalam kehidupan 

bermasyarakat 

Persentase penyandang 

disabilitas terlantar yang 

terpenuhi kebutuhan dasarnya 

100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Persentase anak terlantar yang 

terpenuhi kebutuhan dasarnya 

100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Persentase lanjut usia 

terlantar yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya 

100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Persentase gelandangan dan 

pengemis yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya 

100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Persentase penyandang 

masalah kesejahteraan sosial 

(PMKS) lainnya di luar 

HIV/AIDS dan NAPZA, yang 

terpenuhi kebutuhan dasarnya 

100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Persentase sarana-prasarana 

penyelenggara rehabilitasi 

sosial yang memenuhi standar 

pelayanan 

100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Meningkatnya peran PSKS 

dalam penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial serta 

Persentase PSKS kelembagaan 

yang sesuai dengan standar 

minimal pelayanan 

4,55 % 4,55 % 100,00 % 
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Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi % 

penghayatan masyarakat 

terhadap nilai-nilai 

kepahlawanan, keperintisan, 

kesetiakawanan sosial, dan 

kearifan lokal 

Persentase PSKS perseorangan 

yang sesuai standar minimal 

pekerjaan sosial 

16,96 % 16,96 % 100,00 % 

Persentase taman makam 

pahlawan yang dikelola 

11,11 % 11,11 % 100,00 % 

Meningkatnya perlindungan 

sosial kepada korban 

bencana alam dan bencana 

sosial 

Persentase korban bencana 

alam dan bencana sosial 

provinsi yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya 

100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Meningkatnya ketercapaian 

IKU 

Persentase ketercapaian IKU 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 
Penjelasan pencapaian indikator sasaran strategis tahun 2024 adalah 

sebagai berikut : 
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Perbandingan dengan tahun sebelumnya 

Tahun Target Realisasi  Capaian 

2022 6,73 % 6,73 % 100 % 
2023 9,68 % 9,68 % 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formulasi  Persentase Keluarga Miskin yang 
terpenuhi kebutuhan dasarnya 

Diperoleh dari hasil penghitungan jumlah keluarga miskin 
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi dengan  
jumlah keluarga miskin di Provinsi Kepulauan Riau

 

SASARAN  : 
Meningkatnya Kemandirian Keluarga Miskin 

 
Persentase keluarga miskin yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya 

 
 

6,73

9,68 9,26
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Tren Persentase Keluarge miskin 
yang terpenuhi kebutuhan 

dasarnya

Capaian 2024 

100 % 

 Target  Realisasi 

9,26% 
 

Perbandingan dengan target akhir RPJMD 

Target 2026 
28,48 

Capaian Terhadap RPJMD 
90,13%  

 

 Persentase Keluarga Miskin yang terpenuhi Kebutuhan dasar  

9,26% 
 

Program  
Program  Perlindungan  dan 

Jaminan Sosial 
 

Didukung  
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah 

upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan 

sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi 

rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan 

sosial.  

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah 

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar 

makanan, perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan yang diukur 

dari sisi pengeluaran. BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai 

penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di 

bawah garis kemiskinan 

Gambar 3 : 

Jumlah Keluarga Miskin Provinsi Kepulauan RiauTahun 2024 
 

Sumber: Basis Data Terpadu (BDT) 2024 
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Berikut informasi ketercapaian kinerja Dinas Sosial tahun 2024 

1) Perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai 

berdasarkan Perjanjian Kinerja. 

Dapat diinformasikan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin yang 

perlu dipenuhi berupa pemenuhan permakanan dan bantuan modal usaha 

bagi keluarga miskin yang memiliki usaha kecil. 

Realisasi kinerja capaian keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan 

dasarnya tahun 2024 sebesar 9.26% dengan target yang telah ditetapkan 

sebesar 9.26% sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%  predikat capaian 

kategori sangat baik. Persentase ini mengindikasikan bahwa hampir 1 dari 

10 keluarga miskin telah berhasil memenuhi kebutuhan dasar mereka, baik 

aspek konsumsi pangan yang cukup bergizi maupun dukungan modal 

usaha yang mendorong peningkatan ekonomi keluarga. Ketercapaian 

target tersebut menjadi indikator positif bahwa kebijakan dan program 

pengentasan kemiskinan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan 

dasar dan penguatan usaha mikro berjalan efektif. 

Berikut tabel keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya per 

kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau: 

Tabel III.3 
Keluarga Miskin yang Terpenuhi 
Kebutuhan Dasarnya Tahun 2024 

 

 
No 

 
Kabupaten/Kota 

 
Satuan 

Bantuan Ekonomi 
Produktif 

Bantuan 
Kesejahteraan 

Keluarga 

 
Total 

UEP Kube 

1 Tanjungpinang KK 29 14 5.355 5.398 

2 Bintan KK 41 28 6.094 6.163 

3 Batam KK 130 - 1.952 2.081 

4 Karimun KK 42 - 3.185 3.227 

5 Lingga KK 14 - 4.665 4.679 

6 Natuna KK 13 - 2.599 2.612 

7 Kep. Anambas KK - - - - 

 Kepulauan Riau KK 268 42 23.850 24.160 

 
  



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 

44 

 

2) Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun yang dinilai 

dengan dengan tahun lalu dan beberapa  tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

Capaian kinerja keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 

dalam 2 tahun terakhir mengalami kenaikan 2,95% pada tahun 2023 

dan kembali mengalami penurunan 0,42% pada tahun 2024. Faktor-

faktor  yang menyebabkan penurunan target pemenuhan kebutuhan 

dasar keluarga miskin adalah rasionalisasi anggaran. 

 
3) Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi kinerja 

sampai tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra. 

Dilihat dari perspektif target akhir Renstra, realisasi keluarga miskin 

yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sampai dengan tahun 2024 

sebesar 25,67% dengan target akhir renstra sebesar 28,48%, sehingga 

capaian kinerja sebesar 90,13%. 

 

4) Informasi/analisis tentang faktor-faktor penyebab 

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan. 

Dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin, 

Dinsos Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan program bantuan 

ekonomi produktif dan bantuan kesejahteraan keluarga berupa 

sembako kepada keluarga miskin yang sumber pendanaannya dari 

APBD Provinsi Kepulauan Riau. 

Ekonomi produktif adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk  

memberikan  kemampuan  usaha  ekonomi,  meningkatkan 
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produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan 

kemitraan usaha yang saling menguntungkan yang ditujukan bagi PMKS 

secara perorangan (Glosarium Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial 

RI). Keluarga miskin merupakan salah satu bagian dari jenis PMKS 

menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 

tentang Kesejahteraan Sosial. Bantuan ekonomi produktif adalah 

program atau kebijakan yang dirancang untuk memberikan dukungan 

finansial atau non- finansial kepada individu atau kelompok yang 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka secara 

mandiri. Bantuan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan 

usaha, peningkatan pendapatan, dan kemandirian ekonomi. 

Berdasarkan Tabel III.2 Dalam hal mencapai target indikator 

tersebut, Dinsos Prov. Kepri melaksanakan pemberian bantuan sosial 

berupa Gerobak UEP dan/atau bantuan modal usaha sebesar ± Rp. 

1.000.000 s.d.Rp. 5.000.000 sebanyak 383 KK, bantuan modal usaha 

Kelompok Usaha Bersama (Kube) sebesar RP. 20.000.000 sebanyak 60 

KK, dan bantuan kesejahteraan keluarga berupa sembako sebanyak 

34.071 KK. Dari total jumlah penerima bantuan ekonomi produktif 

tersebut sekitar ± 70,00% atau 24.160 KK yang mampu memenuhi 

kebutuhan dasarnya. 

Kategori keberhasilan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga 

miskin adalah peningkatan pendapatan keluarga miskin melalui bantuan 

ekonomi produktif dapat dilihat dari hasil monev tahun 2024 yaitu 

pendapatan rata- rata perbulan semula keluarga miskin berkisar antara 

Rp. 1.000.000 s.d. Rp. 1.500.000 dan setelah menerima bantuan 

ekonomi produktif, pendapatan keluarga miskin meningkat berkisar 

antara Rp. 2.000.000 s.d, Rp. 2.500.000 sehingga peningkatan 

pendapatan rata-rata perbulan keluarga miskin yang dibantu berkisar 

antara Rp. 500.000 s.d. Rp. 1.000.000. 

Upaya lain dalam mendukung ketercapaian indikator keluarga 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 

46 

 

miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya adalah dengan pembinaan 

serta pendampingan usaha secara intensif. Pendampingan ini bertujuan 

untuk memastikan bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga 

mendorong produktivitas dan kreativitas usaha keluarga miskin. Lebih 

lanjut, Dinas Sosial juga melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak 

seperti pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga swadaya 

masyarakat, dan mitra usaha untuk memperluas akses pelatihan 

keterampilan, pemasaran produk, dan pengembangan usaha mikro. 

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing keluarga miskin 

dalam usaha mereka dan mendukung kemandirian ekonomi jangka 

panjang. 

Dengan pendekatan komprehensif yang meliputi bantuan modal, 

pembinaan usaha, bantuan pangan, dan kolaborasi lintas sektor, 

Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dan Bingkisan Sembako oleh Gubernur 
Kepulauan Riau, Bapak H. Ansar Ahmad S.E., M.M. 
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program ini diharapkan semakin memperkuat ketahanan keluarga 

miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya secara berkesinambungan 

dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh. 

5) Informasi /analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan (hal-hal 

yang akan dilakukan tahun 2025 dalam peningkatan sasaran kinerja). 

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator keluarga 

miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan mengurangi 

permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Dinas Sosial melakukan 

alternatif solusi kedepannya dengan cara meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia keluarga miskin melalui pelatihan keterampilan 

usaha, manajemen keuangan yang lebih komperhensif, dan pemasaran 

produk agar usaha produktif yang didukung dapat tumbuh dan 

berkembang mandiri. Selain itu upaya yang dapat dilakukan ialah 

dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk 

mengukur capaian program, mendeteksi kendala secara dini, dan 

melakukan perbaikan secara responsif agar program lebih tepat 

sasaran dan berdampak positif.  

Dengan strategi ini, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau 

berharap dapat meningkatkan persentase keluarga miskin yang 

terpenuhi kebutuhan dasarnya dan mendorong kemandirian ekonomi 

keluarga miskin secara berkelanjutan. 

6) Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang 

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

Dukungan terhadap indikator keluarga miskin yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya Dinas Sosial menjalankan program kegiatan di 

bawah ini: 

No 
Program, Kegiatan, 

Subkegiatan 
Anggaran 

Realisasi 

Keuangan Fisik 

Rp. % % 

A PROGRAM PERLINDUNGAN 
DAN JAMINAN SOSIAL 

9.564.150.999 9.138.455.605 95,55 100,00 
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No 
Program, Kegiatan, 

Subkegiatan 
Anggaran 

Realisasi 

Keuangan Fisik 

Rp. % % 

1 Pengelolaan Data Fakir 
Miskin Cakupan Daerah 
Provinsi 

9.564.150.999 9.138.455.605 95,55 100,00 

a Fasilitasi Bantuan Sosial 
Kesejahteraan Keluarga 

6.660.215.013 6.467.998.911 97,11 100,00 

b Pengelolaan Fakir Miskin 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota 

1.091.799.746 1.089.733.122 99,81 100,00 

c Fasilitasi Bantuan 
Pengembangan Ekonomi 
Masyarakat 

1.812.136.240 1.580.723.572 87,23 100,00 

 

7) Informasi/analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber 

daya. 

Dari jumlah anggaran sebesar Rp.9.564.150.999,- terealisasi sebesar 

Rp.9.138.455.605,- atau 95,55%. Hal ini menunjukkan dalam 

pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar 

Rp.425.695.394,- (4,45%). Jika dibandingkan antara capaian indikator 

kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian kinerja 

indikator keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (100%) 

lebih tinggi/rendah dari realisasi anggaran (95,55%) sehingga mencapai 

efesiensi sebesar 4,45%. 

a. Sasaran Strategis Meningkatnya fungsi sosial penyandang disabilitas 

terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, 

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS 

dan NAPZA. 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan sosial, Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan 

pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan 

fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial 

dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, 

masyarakat maupun panti sosial. Fungsi sosial merujuk pada peran atau 

kontribusi individu atau kelompok dalam kehidupan sosial masyarakat. 

Fungsi sosial dapat beragam dan melibatkan berbagai aspek kehidupan, 
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termasuk interaksi, hubungan, pengaturan sosial, dan pemenuhan 

kebutuhan sosial. 

Rehabilitasi sosial, refungsionalisasi, dan pemenuhan standar 

pelayanan minimal (SPM) memiliki kaitan erat dalam upaya memberikan 

pelayanan yang komprehensif dan efektif kepada PPKS. Rehabilitasi sosial 

adalah proses yang bertujuan untuk membantu PPKS memulihkan, 

mengembangkan, dan memperoleh kembali keterampilan, kemampuan, dan 

fungsionalitas sosial mereka. Tujuannya adalah agar mereka dapat 

mengintegrasikan diri kembali ke dalam masyarakat dan memiliki peran yang 

produktif. Rehabilitasi sosial melibatkan berbagai program dan layanan 

seperti pelatihan keterampilan, konseling, dukungan psikososial, pemulihan 

kesehatan mental, dan pengembangan kegiatan produktif. Dalam konteks 

pemenuhan standar pelayanan minimal, rehabilitasi sosial menjadi salah satu 

aspek yang penting untuk memastikan PPKS mendapatkan dukungan dan 

layanan yang dibutuhkan untuk pemulihan dan reintegrasi mereka ke dalam 

masyarakat. 

Pemenuhan SPM di atur di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar 

Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan 

Kabupaten/Kota. Pemenuhan SPM merujuk pada seperangkat kriteria, 

pedoman, atau indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat 

minimum pelayanan yang harus disediakan kepada PPKS. Standar ini 

mencakup berbagai aspek, seperti aksesibilitas, keamanan, kecukupan, 

kualitas, dan kelangsungan pelayanan. Pemenuhan SPM penting untuk 

memastikan bahwa PPKS mendapatkan pelayanan yang memadai dan 

berkualitas. Dalam konteks ini, rehabilitasi sosial dan refungsionalisasi 

menjadi komponen penting dari pemenuhan SPM, karena mereka 

berkontribusi pada pemulihan dan pemberdayaan PPKS agar dapat mencapai 

tingkat fungsionalitas yang diharapkan dalam kehidupan sosial mereka. 

Dalam melaksanakan Sasaran Strategis Meningkatnya Fungsi Sosial 
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PPKS Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau 

menjalankan Pemenuhan SPM berbasis dalam panti. Ada 4 (empat) jenis 

pelayanan dasar di dalam panti : 

(1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam 

Panti skala Provinsi; 

(2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti skala provinsi; 

(3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti skala 

provinsi; 

(4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Dalam Panti skala 

provinsi; 

Pemenuhan SPM tersebut meliputi kebutuhan dasar seperti : 

(1) Pengasuhan; 

(2) permakanan; 

(3) sandang; 

(4) asrama yang mudah diakses; 

(5) alat bantu; 

(6) perbekalan kesehatan; 

(7) bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial; 

(8) bimbingan keterampilan hidup sehari-hari; 

(9) pembuatan nomor induk kependudukan; 

(10) akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; 

(11) pemulangan ke daerah asal; 

(12) pelayanan penelusuran keluarga; 

(13) pelayanan reunifikasi keluarga; 

(14) pemulasaraan; 

(15) akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti 

Secara keseluruhan, rehabilitasi sosial dan refungsionalisasi 

merupakan upaya untuk membantu PPKS memulihkan keterampilan dan 

fungsionalitas sosial mereka, sementara pemenuhan SPM memberikan 

panduan dan pedoman untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 

51 

 

mencapai tingkat minimum yang diperlukan. Ketiga konsep ini saling 

melengkapi dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi 

PPKS dalam kehidupan bermasyarakat. 
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Perbandingan dengan tahun sebelumnya 

Capaian 2024 

100,00  % 

Target 
100 % 

Realisasi 
100 % 

Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 

Didukung  

Program  
Rehabilitasi  

Sosial 

 

SASARAN : 
Meningkatnya fungsi sosial penyandang disabilitas terlantar, 

anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan 

pengemis, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 

lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA  
 

Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar 
yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 

 
 Tahun Target Realisasi Capaian 

2022 100 % 100 % 100 % 

2023 100 % 100 % 100 % 

 
Perbandingan dengan target akhir RPJMD 

Target 2026 
100% 

Capaian Terhadap RPJMD 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Formulasi  Persentase Penyandang 

Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi 
Kebutuhan Dasarnya 

Diperoleh dari hasil penghitungan Jumlah 
penyandang disabilitas terlantar yang selama 

satu tahun anggaran telah terpenuhi kebutuhan 
dasarnya dibagi dengan  Populasi penyandang 

disabilitas terlantar yang membutuhkan 
pelayanan rehabilitasi sosial dasar di Provinsi 

Kepulauan Riau 
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Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami 

keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka 

waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami 

hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif 

dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan: 

(a) mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan 

Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang 

Disabilitas secara penuh dan setara; 

(b) menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan 

Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri 

Penyandang Disabilitas; 

(c) mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih 

berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta 

bermartabat; 

(d) melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan 

eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta 

pelanggaran hak asasi manusia; dan 

(e) memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, 

Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk 

mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan 

sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan 

serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat 

dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan 

bermasyarakat. 

Ragam Penyandang Disabilitas meliputi : 

(a) Penyandang Disabilitas fisik; 

(b) Penyandang Disabilitas intelektual; 
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(c) Penyandang Disabilitas mental; dan/atau 

(d) Penyandang Disabilitas sensorik. 
 

Berikut informasi ketercapaian kinerja Dinas Sosial tahun 2024: 

1) Perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai 

berdasarkan Perjanjian Kinerja. 

Realisasi kinerja capaian Persentase Penyandang Disabilitas 

Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya tahun 2024 sebesar 100% 

dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100% sehingga capaian 

kinerja sebesar 100,00%  predikat capaian kategori sangat baik. Hal ini 

menggambarkan bahwa: 

¶ Seluruh penyandang disabilitas terlantar yang tinggal di panti sosial di 

Provinsi Kepulauan Riau telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan 

dasarnya secara menyeluruh, termasuk aspek pangan, kesehatan, 

bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial. 

¶ Efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi sosial dasar oleh Dinas 

Sosial Provinsi Kepulauan Riau yang berhasil menjangkau dan melayani 

seluruh penyandang disabilitas di panti dengan baik. 

¶ Pemerintah daerah telah menjalankan fungsi pelayanan sosial dasar 

secara optimal kepada kelompok rentan, sebagai bagian dari program 

kesetaraan dan inklusi sosial di wilayah tersebut. 

Secara keseluruhan, capaian ini merupakan pencapaian yang 

sangat baik dalam pelayanan sosial dasar bagi penyandang disabilitas 

terlantar di dalam panti, sekaligus menjadi dasar untuk pengembangan 

program pemberdayaan lebih lanjut. Berikut tabel Penyandang Disabilitas 

Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Tahun 2024: 

  



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 

55 

 

Tabel III.4 
Penyandang Disabilitas Terlantar yang 

Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Tahun 2024 
 

No Kabupaten/Kota Jumlah 

 Batam 65 

 Kepulauan Riau 65 

 

2) Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun yang dinilai 

dengan dengan tahun lalu dan beberapa  tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

Capaian kinerja Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang 

Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dalam 2 tahun terakhir tidak 

mengalami kenaikan atau penurunan. Faktor-faktor  yang 

menyebabkan konsistensinya  pemenuhan kebutuhan dasar 

penyandang disabilitas adalah komitmen yang kuat dari pemerintah 

daerah dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial yang konsisten 

dan berkesinambungan, khusunya bagi penyandang disabilitas di 

dalam panti. 

 
3) Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi kinerja 

sampai tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra. 

Dilihat dari perspektif target akhir Renstra, realisasi Persentase 

Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 

sampai dengan tahun 2024 sebesar 100% dengan target akhir renstra 

sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. 
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4) Informasi/analisis tentang faktor-faktor penyebab 

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan. 

Dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar penyandang 

disabilitas terlantar, Dinsos Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 

program pemberian bantuan permakanan, sandang, alat bantu, 

perbekalan kesehatan, serta pemberian bimbingan fisik, mental, 

spiritual dan sosial bagi penyandang disabilitas di dalam panti yang 

sumber pendanaannya dari APBD Provinsi Kepulauan Riau. 

¶ Bantuan Permakanan berupa paket makanan yang terdiri dari 

bahan pangan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, susu, dan 

lauk-pauk siap saji yang diberikan secara rutin untuk memenuhi 

kebutuhan gizi penyandang disabilitas. Bantuan ini bertujuan 

menjaga asupan gizi yang cukup demi kesehatan dan daya tahan 

tubuh mereka selama tinggal di panti. 

¶ Bantuan Sandang berupa pakaian dan perlengkapan sandang 

lainnya yang memadai untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan 

penyandang disabilitas.  

¶ Bantuan Alat Bantu berupa penyediaan alat bantu seperti kursi 

roda, tongkat, alat bantu dengar, atau alat bantu mobilitas lainnya 

yang mendukung mobilitas dan kemandirian penyandang disabilitas 

dalam menjalani aktivitas sehari-hari di panti. 

¶ Bantuan Perbekalan Kesehatan meliputi pemberian perlengkapan 

kebersihan serta layanan kesehatan rutin yang memastikan 

penyandang disabilitas mendapat perawatan kesehatan yang 

memadai dan teratur. 

¶ Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial berupa 

pendampingan psikologis untuk mendukung kesehatan mental, 

bimbingan spiritual untuk ketenangan jiwa. 
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Berdasarkan Tabel III.2 persentase capaian indikator penyandang 

disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 100,00% 

predikat capaian kategori sangat baik. 

Dalam hal mencapai target indikator tersebut, Dinsos Prov. Kepri 

tahun 2024 berhasil meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar 

penyandang disabilitas terlantar di dalam panti sebanyak 65 orang dengan 

melakukan MoU (Memorandum of Understanding) bersama Yayasan/LKS 

Moh. Alfateh di Batam. Pemenuhan kebutuhan dasar berupa : 

(1) Penyediaan Permakanan; 

(2) Penyediaan Sandang; 

(3) Penyediaan Asrama yang mudah diakses; 

(4) Penyediaan Alat bantu; 

(5) Penyediaan Perbekalan Kesehatan; dan 

(6) Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;. 

Upaya lain dalam mendukung ketercapaian indikator penyandang 

disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya adalah dengan 

melanjutkan dan memperluas MoU (Memorandum of Understanding) 

dengan berbagai Yayasan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 

seperti Yayasan/LKS Moh. Alfateh di Batam, untuk memperkuat layanan 

dan pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas di dalam panti. 

Lebih lanjut, Dinas Sosial juga melakukan pengembngan sistem 

pendataan yang akurat dan rutin melakukan monitoring evaluasi 

terhadap program pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas 

untuk memastikan tepat sasaran dan keberlanjutan program. 

Dengan langkah-langkah ini, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau 

berupaya memperkuat keberlanjutan dan efektivitas program sehingga 

dapat meningkatkan kualitas kehidupan penyandang disabilitas di dalam 

panti secara menyeluruh dan berkelanjutan. 
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5) Informasi /analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan (hal-hal 

yang akan dilakukan tahun 2025 dalam peningkatan sasaran kinerja). 

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator penyandang 

disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan 

mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Dinas 

Sosial melakukan alternatif solusi kedepannya dengan cara 

Memperluas kerjasama dengan berbagai yayasan, lembaga swadaya 

masyarakat, dan institusi terkait agar jangkauan pelayanan sosial lebih 

luas dan efektif, serta dukungan yang lebih optimal terhadap 

kebutuhan spesifik penyandang disabilitas. Selain itu upaya yang dapat 

Penyerahan Bantuan bagi Penyadang Disabilitas. 
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dilakukan ialah dengan Penguatan layanan pendampingan psikososial 

yang komprehensif bagi penyandang disabilitas dan keluarganya untuk 

memperkuat ketahanan mental dan kesejahteraan sosial.  

Dengan alternatif solusi ini, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau 

berharap dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program 

pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas serta 

memperluas dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup mereka 

secara menyeluruh dan inklusif. 

 
6) Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang 

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

Dukungan terhadap indikator penyandang disabilitas terlantar yang 

terpenuhi kebutuhan dasarnya, Dinas Sosial menjalankan program 

kegiatan di bawah ini: 

No 
Program, Kegiatan, 

Subkegiatan 
Anggaran 

Realisasi 

Keuangan Fisik 

Rp. % % 

A PROGRAM REHABILITASI 
SOSIAL 

696.601.651 281.202.584 40,37 100,00 

1 Rehabilitasi Sosial Dasar 
Penyandang Disabilitas 
Terlantar di dalam Panti 

696.601.651 281.202.584 40,37 100,00 

a Penyediaan Permakanan 158.803.112 100.724.650 63,43 100,00 

b Penyediaan Sandang 28.258.500 28.258.500 100,00 100,00 

c Penyediaan Asrama yang 
Mudah Diakses 

71.660.282 69.349.525 96,78 100,00 

d Penyediaan Alat Bantu 160.018.700 939.000 0,59 100,00 

e Penyediaan Perbekalan 
Kesehatan di dalam Panti 

5.526.300 5.486.250 99,28 100,00 

f Pemberian Bimbingan Fisik, 
Mental, Spiritual dan Sosial 

272.334.757 76.444.659 28,07 100,00 

 

7) Informasi/analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber 

daya. 

Dari jumlah anggaran sebesar Rp.696.601.651,- terealisasi sebesar 

Rp.281.202.584,- atau 40,37%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian 
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sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.415.399.067,- 

(59,63%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan 

realisasi anggaran, diketahui bahwa capaian kinerja indikator 

penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 

(100%) lebih tinggi/rendah dari realisasi anggaran (40,37%) sehingga 

mencapai efesiensi sebesar 59,63%.
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SASARAN : 
Meningkatnya fungsi sosial penyandang disabilitas terlantar, 

anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan 

pengemis, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 

lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA  
 

Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi 
Kebutuhan Dasarnya 

 
  Tahun Target Realisasi Capaian 

2022 100 % 100 % 100 % 

2023 100 % 100 % 100 % 

 

 Perbandingan dengan target akhir RPJMD 

Target 2026 
100% 

Target 2026 
100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulasi  Persentase Anak Terlantar 
yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 

Diperoleh dari hasil penghitungan Jumlah anak 
terlantar yang selama satu tahun anggaran 
telah terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi 

dengan  Populasi anak terlantar yang 
membutuhkan pelayanan rehabilitasi sosial 

dasar di Provinsi Kepulauan Riau 
  

Perbandingan dengan tahun sebelumnya 

Capaian 2024 

100,00  % 

Target 
100 % 

Realisasi 
100 % 

Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 

Didukung  

Program  
Rehabilitasi  

Sosial 
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Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber 

Kesejahteraan Sosial, Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) 

tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang 

mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga 

atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. 

Kriteria Anak Telantar terdiri atas: 

(a) tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan 

papan; 

(b) tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang 

mengurus; 

(c) rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau 

(d) masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak 

kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. 

Dalam menjaga dan melindungi anak terlantar Dinas Sosial Provinsi 

Kepulauan Riau memegang prinsip-prinsip hak anak, seperti hak atas 

perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan, harus ditegakkan. Semua 

upaya dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak terlantar 

mendapatkan perawatan yang layak, kesempatan yang sama untuk 

berkembang, dan kesempatan untuk memiliki masa depan yang lebih baik. 

Berikut informasi ketercapaian kinerja Dinas Sosial tahun 2024: 

1) Perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai 

berdasarkan Perjanjian Kinerja. 

Realisasi kinerja capaian Persentase Anak Terlantar yang 

Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya tahun 2024 sebesar 100% dengan target 

yang telah ditetapkan sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 

100%  predikat capaian kategori sangat baik. Hal ini menggambarkan 

bahwa: 

¶ Program atau intervensi yang dilaksanakan sangat efektif dan berhasil 
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memenuhi seluruh kebutuhan dasar anak terlantar. 

¶ Pengelolaan dan pelaksanaan bantuan berjalan dengan baik. 

¶ Pemerintah daerah telah memberikan layanan yang optimal dan 

dampak positif bagi kesejahteraan anak terlantar. 

Dengan kata lain, pencapaian 100% ini memperlihatkan 

keberhasilan Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar anak 

terlantar sesuai dengan komitmen dan standar yang telah ditetapkan. 

Berikut tabel Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Tahun 

2024: 

Tabel III.5 
Anak Terlantar yang Terpenuhi 

Kebutuhan Dasarnya Tahun 2024 
 

No Kabupaten/Kota Jumlah 

1 Tanjungpinang 285 

2 Bintan 80 

3 Batam 475 

4 Karimun 108 

5 Lingga 50 

6 Natuna - 

7 Kepulauan Anambas - 

 Kepulauan Riau 998 

 

Dalam hal mencapai target indikator tersebut, Dinsos Prov. Kepri 

tahun 2024 berhasil meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS 

Anak sebanyak 998 orang dengan melakukan MoU (Memorandum of 

Understanding) bersama 71 LKSA di 5 Kab/kota dengan rincian sebagai 

berikut : 

Tabel III.6 
Data LKS Anak Terlantar Tahun 2024 

 

No Kabupaten/Kota Nama Lembaga 
Jumlah 
Anak 

1 Tanjungpinang LKSA Khadimul Ummah 15 
  LKSA Muhammadiyah 36 
  LKSA Insan Cita 165 30 
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No Kabupaten/Kota Nama Lembaga 
Jumlah 
Anak 

  LKSA Hidayatullah 46 
  LKSA Anugerah 30 
  LKSA Ummi Al-Fitrah 46 
  LKSA Raudhatul Qur'an 12 
  LKSA Miftahul Ulum 31 
  LKSA Al Ibriz Kota 15 
  LKSA Al-Ghazi 17 
  LKSA Tahfizul Qur'an 7 
  Jumlah 285 

2 Bintan LKSA Nurul Islam Al Bintani 36 
  LKSA Bina Insani 22 
  LKSA Al Amin 3 
  LKSA Ras Inayah 19 
  Jumlah 80 

3 Batam LKSA Al Anshori 8 
  LKSA Al Alif Nw 11 
  LKSA An Nuur 8 
  LKSA Bina Insan Madani 8 
  LKSA El Zion Grace 11 

  LKSA Insanul Madani Nahdlatul Wathan 11 

  LKSA Permate Batam 11 
  LKSA Darul Gufran 8 
  LKSA Sungai Kerit 8 
  LKSA Al-Anjum 8 
  LKSA Yatim Al Jufri 8 
  LKSA Al Fauzan 11 
  LKSA Riyadhus-Shalihin Nurul Huda 8 
  LKSA Aini 8 
  LKSA Al Hidayah Baiturrahman 11 
  LKSA Al Istiqomah 11 
  LKSA Al Amani 8 
  LKSA Ar Risalah 8 
  LKSA Daarul Ishlah Batam 8 
  LKSA Daarut Thaybah 8 
  LKSA Ishlahul Ummah Nw 11 
  LKSA Maim Maskub Nahdlatul Wathan 8 
  LKSA Syamsul Huda 8 
  LKSA Al Jabar 11 
  LKSA Pelangi Bahtra Nuh Batam 8 
  LKSA Sinar Batam 11 
  LKSA Al Mubarok 7 
  LKSA Yaa Bunayya 8 
  LKSA Ali Ibrahim 11 
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No Kabupaten/Kota Nama Lembaga 
Jumlah 
Anak 

  LKSA Asia Sehati 8 
  LKSA Elshaddai Abigail Batam 8 
  LKSA Nurul Hidayah 12 
  LKSA Rumah Cinta 8 
  LKSA Assyaamil 11 
  LKSA Miftahul Hasanah 12 
  LKSA Al Kautsar 12 
  LKSA At Taqwa 11 
  LKSA Daarul Aitam 11 
  LKSA Komunitas Anak Terang 11 
  LKSA Qurrotu A'yun Batam 8 
  LKSA Vistos Kasih Ikhlas 8 
  LKSA Betesda 8 
  LKSA Keluarga Viran Sejahtera 8 
  LKSA Hikayat Batam Kepri 9 
  LKSA Nurul Haq Khalifatullah 8 
  LKSA Bina Ummah 11 
  LKSA Ridho Ilahi Melcem 11 
  LKSA Rumah Shallom 11 
  RPSA Bunga Rampai 25 
  JUMLAH 475 

4 Karimun LKSA Muhamadiyah 10 
  LKSA Ar Raudah 14 
  LKSA Baiturahmah 40 
  LKSA Jehovah Jireh 5 
  LKSA Miftahul Janah 8 
  LKSA Hidayatullah 31 
  JUMLAH 108 

5 Lingga LKSA Hidayatullah 50 
  Jumlah 50 
 Kepulauan Riau Total 998 

 
Pemenuhan kebutuhan dasar berupa : 

(1) Pengasuhan; 

(2) Penyediaan Permakanan; 

(3) Penyediaan Sandang; 

(4) Penyediaan Asrama yang mudah diakses; 

(5) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti; 

(6) Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial; 
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2) Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun yang dinilai 

dengan dengan tahun lalu dan beberapa  tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

Capaian kinerja Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan 

Dasarnya dalam 2 tahun terakhir tidak mengalami kenaikan atau 

penurunan. Faktor-faktor  yang menyebabkan konsistensinya  

pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar adalah komitmen yang 

kuat dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program rehabilitasi 

sosial yang konsisten dan berkesinambungan, khusunya bagi anak 

terlantar di dalam panti. 

3) Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi kinerja 

sampai tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra. 

Dilihat dari perspektif target akhir Renstra, realisasi Persentase Anak 

Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sampai dengan tahun 

2024 sebesar 100% dengan target akhir renstra sebesar 100%, sehingga 

capaian kinerja sebesar 100%. 

4) Informasi/analisis tentang faktor-faktor penyebab 

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan. 

Dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar, 

Dinsos Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan program pemberian 

bantuan permakanan, sandang, perbekalan kesehatan, serta 

pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi anak 

terlantar di dalam panti yang sumber pendanaannya dari APBD Provinsi 

Kepulauan Riau. 

¶ Bantuan Permakanan berupa paket makanan yang terdiri dari 
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bahan pangan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, susu, dan 

lauk-pauk siap saji yang diberikan secara rutin untuk memenuhi 

kebutuhan gizi anak. Bantuan ini bertujuan menjaga asupan gizi 

yang cukup demi kesehatan dan daya tahan tubuh mereka selama 

tinggal di panti. 

¶ Bantuan Sandang berupa pakaian dan perlengkapan sandang 

lainnya yang memadai untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan 

anak.  

¶ Bantuan Perbekalan Kesehatan meliputi pemberian perlengkapan 

kebersihan serta layanan kesehatan rutin yang memastikan anak 

mendapat perawatan kesehatan yang memadai dan teratur. 

¶ Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial berupa 

pendampingan psikologis untuk mendukung kesehatan mental, 

bimbingan spiritual untuk ketenangan jiwa. 

Berdasarkan Tabel III.2 persentase capaian indikator anak 

terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 100% predikat 

capaian kategori sangat baik. 

Faktor keberhasilan ini dicapai dengan berbagai upaya, antara 

lain: 

¶ Kerjasama dengan panti milik masyarakat dalam hal pemenuhan 

kebutuhan dasar anak terlantar di dalam panti. 

¶ Program pembinaan yang komprehensif seperti pemberian 

bimbingan spiritual, dan pengembangan perilaku positif. 

¶ Penyesuaian layanan berdasarkan asesmen mendetail kondisi dan 

kebutuhan anak terlantar agar tepat manfaat dan tepat sasaran. 

Upaya lain yang dapat dilakukan Dinsos Kepri pada tahun 

selanjutnya (2025) untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar 

anak terlantar antara lain: 
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¶ Memperluas kerja sama dengan lembaga sosial dan yayasan seperti 

Baznas untuk penanganan anak terlantar, terutama bagi yang 

membutuhkan biaya penanganan lebih lanjut. 

¶ Menyiapkan bantuan makanan dan perbekalan kesehatan secara 

berkelanjutan bagi anak terlantar di dalam panti. 

¶ Memperkuat koordinasi dengan Dinsos Kabupaten/Kota untuk 

verifikasi dan pendampingan anak terlantar di dalam panti agar 

penerimaan bantuan tepat sasaran. 

Dengan langkah-langkah ini, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau 

berupaya memperkuat keberlanjutan dan efektivitas program sehingga 

dapat meningkatkan kualitas kehidupan anak terlantar di dalam panti 

secara menyeluruh dan berkelanjutan. 

 

 

Penyerahan Bantuan di Salah Satu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). 
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5) Informasi /analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan (hal-hal 

yang akan dilakukan tahun 2025 dalam peningkatan sasaran kinerja). 

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator anak 

terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan mengurangi 

permasalahan dan kendala yang dihadapi, maka Dinas Sosial 

melakukan alternatif solusi kedepannya dengan cara memperkuat 

program rehabilitasi sosial di dalam panti yang mencakup penyediaan 

makanan, perbekalan kesehatan, dan kebutuhan sandang khusus bagi 

anak terlantar. Selain itu upaya yang dapat dilakukan ialah dengan 

memperluas kerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

agar permsalahan sosial anak terlantar di dalam panti dapat di tangani 

secara komprehensif. 

Dengan alternatif solusi ini, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau 

berupaya menjaga keberlanjutan pemenuhan kebutuhan dasar anak 

terlantar dalam panti serta meningkatkan kualitas layanan yang 

diberikan. 

6) Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang 

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

Dukungan terhadap indikator anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan 

dasarnya, Dinas Sosial menjalankan program kegiatan di bawah ini: 

No 
Program, Kegiatan, 

Subkegiatan 
Anggaran 

Realisasi 

Keuangan Fisik 

Rp. % % 

A PROGRAM REHABILITASI 
SOSIAL 

1.385.011.198 1.157.363.331 83,56 100,00 

1 Rehabilitasi Sosial Dasar 
Anak Terlantar di Dalam 
Panti 

1.385.011.198 1.157.363.331 83,56 100,00 

a Pengasuhan 40.944.709 40.932.900 99,97 100,00 

b Penyediaan Makanan 591.741.651 554.864.610 93,77 100,00 

c Penyediaan Sandang 163.047.811 33.228.800 20,38 100,00 

d Penyediaan Asrama yang 
Mudah Diakses 

198.470.152 197.788.952 99,66 100,00 
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No 
Program, Kegiatan, 

Subkegiatan 
Anggaran 

Realisasi 

Keuangan Fisik 

Rp. % % 

e Penyediaan Perbekalan 
Kesehatan di dalam Panti 

9.769.765 8.558.550 87,60 100,00 

f Pemberian Bimbingan Fisik, 
Mental, Spiritual dan Sosial 

381.037.110 321.989.519 84,50 100,00 

 

7) Informasi/analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber 

daya. 

Dari jumlah anggaran sebesar Rp.1.385.011.198,- terealisasi sebesar 

Rp.1.157.363.331,- atau 83,56%. Hal ini menunjukkan dalam 

pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar 

Rp.227.647.867,- (16,44%). Jika dibandingkan antara capaian indikator 

kinerja dengan realisasi anggaran, diketahui bahwa capaian kinerja 

indikator anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (100%) 

lebih tinggi/rendah dari realisasi anggaran (83,56%) sehingga mencapai 

efesiensi sebesar 16,44%. 
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Perbandingan dengan tahun sebelumnya 

Capaian 2024 

100,00  % 

Target 
100 % 

Realisasi 
100 % 

Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 

Didukung  

Program  
Rehabilitasi  

Sosial 

 

SASARAN : 
Meningkatnya fungsi sosial penyandang disabilitas terlantar, 

anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan 

pengemis, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 

lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA  
 

Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang 
Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 

 
  Tahun Target Realisasi Capaian 

2022 100 % 100 % 100 % 

2023 100 % 100 % 100 % 

 

 Perbandingan dengan target akhir RPJMD 

Target 2026 
100% 

Target 2026 
100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulasi  Persentase Lanjut Terlantar 
yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 

Diperoleh dari hasil penghitungan Jumlah lanjut 
usia terlantar yang selama satu tahun anggaran 

telah terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi 
dengan  Populasi lanjut usia terlantar yang 

membutuhkan pelayanan rehabilitasi sosial 
dasar di Provinsi Kepulauan Riau 
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Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 

tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data 

Penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Potensi dan sumber 

kesejahteraan sosial, Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang berusia 

60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena tidak terpenuhi kebutuhan dasar 

seperti sandang, pangan, dan papan serta terlantar secara psikis, dan 

sosial. Selain itu, individu yang termasuk dalam kategori ini juga menderita 

kondisi keterpencilan sosial dan psikologis. Ketidakmampuan memenuhi 

kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan dapat disebabkan 

oleh berbagai faktor, termasuk ketidakmampuan secara finansial, 

hilangnya keluarga dan dukungan sosial, atau masalah kesehatan yang 

membatasi kemampuan mereka untuk merawat diri sendiri. Kondisi 

keterpencilan sosial dan psikologis pada lanjut usia telantar dapat timbul 

akibat kurangnya interaksi sosial, isolasi, atau kehilangan hubungan 

dengan orang-orang terdekat. Hal ini dapat berdampak negatif pada 

kesejahteraan mental dan emosional mereka. Untuk mengatasi masalah 

ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memberikan perhatian 

dan dukungan kepada lanjut usia telantar. Beberapa langkah yang dapat 

dilakukan antara lain: 

(a) Pemberian bantuan sosial dan keuangan: Pemerintah dapat 

memberikan bantuan finansial atau subsidi kepada lanjut usia 

telantar untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. 

(b) Perawatan kesehatan: Membangun fasilitas kesehatan yang 

memadai dan memberikan akses terhadap layanan kesehatan yang 

dibutuhkan oleh lanjut usia telantar. 

(c) Peningkatan dukungan sosial: Masyarakat dapat membentuk 

program dan kegiatan yang memungkinkan lanjut usia telantar 

untuk terlibat dalam interaksi sosial dan mendapatkan dukungan 

emosional. 

(d) Program pemulihan dan rehabilitasi: Mengembangkan program 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 

73 

 

yang membantu lanjut usia telantar untuk memulihkan 

kesejahteraan psikologis dan sosial mereka melalui dukungan 

profesional, konseling, dan kegiatan rehabilitasi. 

(e) Kesadaran masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat 

tentang isu lanjut usia telantar dan mengurangi stigma terhadap 

populasi ini, sehingga lebih banyak sumber daya dan perhatian 

dapat dialokasikan untuk membantu mereka. 

Pendekatan yang holistik dan kolaboratif diperlukan untuk 

mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lanjut usia telantar, termasuk 

kerjasama antara pemerintah, lembaga sosial, masyarakat, dan keluarga 

untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi dan mereka dapat 

hidup dengan martabat dan kesejahteraan. 

 

Berikut informasi ketercapaian kinerja Dinas Sosial tahun 2024: 

1) Perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai 

berdasarkan Perjanjian Kinerja. 

Realisasi kinerja capaian Persentase Lanjut Usia Terlantar yang 

Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya tahun 2024 sebesar 100% dengan target 

yang telah ditetapkan sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 

100%  predikat capaian kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan 

komitmen yang kuat, efektifitas pelaksanaan program rehabilitasi sosial, 

serta pengelolaan sumber daya yang baik sehingga seluruh lanjut usia 

terlantar di dalam panti mendapatkan perhatian dan bantuan yang 

memadai untuk kebutuhan dasar mereka. Keberhasilan ini juga 

mencerminkan bahwa pelayanan sosial terhadap lanjut usia terlantar 

dilakukan secara menyeluruh dan tepat sasaran, sehingga kualitas hidup 

mereka dapat terjaga dengan baik. 

Dengan capaian tersebut, Dinsos Kepri menunjukkan kinerja yang 

sangat baik dalam pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia terlantar 

sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kemanusiaan yang 

dijalankan. Berikut tabel Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan 
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Dasarnya Tahun 2024: 

Tabel III.7 
Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi 

Kebutuhan Dasarnya Tahun 2024 
 

No Kabupaten/Kota Jumlah 

1 Tanjungpinang 13 

2 Bintan 36 

3 Batam 39 

4 Karimun - 

5 Lingga 15 

6 Natuna - 

7 Kepulauan Anambas - 
 Kepulauan Riau 103 

 

Dalam hal mencapai target indikator tersebut, Dinsos Prov. Kepri 

tahun 2024 berhasil meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut 

Usia Terlantar sebanyak 103 orang dengan melakukan MoU 

(Memorandum of Understanding) bersama 5 LKS-LU di 4 kab/kota dengan 

rincian sebagai berikut : 

Tabel III.8 
Data LKS Lanjut Usia Terlantar Tahun 2024 

 

No Kabupaten/Kota Nama Lembaga 
Jumlah 
Lansia 

1 Tanjungpinang LKS-LU Wedha Anugerah 13 

2 Bintan LKS-LU Rumah Bahagia 36 

3 Batam LKS-LU Grha Werdha Puri Kebajikan 13 

LKS-LU True Love 26 

4 Lingga Panti Jompo Tuah Bunda 15 
 Kepulauan Riau Total 103 

 
Pemenuhan kebutuhan dasar berupa : 

(1) Penyediaan Permakanan; 

(2) Penyediaan Sandang; 

(3) Penyediaan Asrama yang mudah diakses; 

(4) Penyediaan Alat Bantu 

(5) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti; 
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(6) Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial; dan 

(7) Pemulasaran. 
 

2) Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun yang dinilai 

dengan dengan tahun lalu dan beberapa  tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

Capaian kinerja Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi 

Kebutuhan Dasarnya dalam 2 tahun terakhir tidak mengalami 

kenaikan atau penurunan. Faktor-faktor  yang menyebabkan 

konsistensinya  pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia terlantar 

adalah komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam 

pelaksanaan program rehabilitasi sosial yang konsisten dan 

berkesinambungan, khusunya bagi lanjut usia terlantar di dalam panti. 

3) Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi kinerja 

sampai tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra. 

Dilihat dari perspektif target akhir Renstra, realisasi Persentase Lanjut 

Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sampai dengan 

tahun 2024 sebesar 100% dengan target akhir renstra sebesar 100%, 

sehingga capaian kinerja sebesar 100%. 

4) Informasi/analisis tentang faktor-faktor penyebab 

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan. 

Dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia 

terlantar, Dinsos Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan program 

pemberian bantuan permakanan, sandang, alat bantu, perbekalan 

kesehatan, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, 

serta pemulasaran bagi lanjut usia terlantar di dalam panti yang sumber 
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pendanaannya dari APBD Provinsi Kepulauan Riau. 

¶ Bantuan Permakanan berupa paket makanan yang terdiri dari 

bahan pangan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, susu, dan 

lauk-pauk siap saji yang diberikan secara rutin untuk memenuhi 

kebutuhan gizi lanjut usia. Bantuan ini bertujuan menjaga asupan 

gizi yang cukup demi kesehatan dan daya tahan tubuh mereka 

selama tinggal di panti. 

¶ Bantuan Sandang berupa pakaian dan perlengkapan sandang 

lainnya yang memadai untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan 

lanjut usia.  

¶ Bantuan Alat Bantu berupa penyediaan alat bantu seperti kursi 

roda, tongkat, yang mendukung mobilitas dan kemandirian lanjut 

usia dalam menjalani aktivitas sehari-hari di panti. 

¶ Bantuan Perbekalan Kesehatan meliputi pemberian perlengkapan 

kesehatan dan kebersihan serta layanan kesehatan rutin yang 

memastikan lanjut usia mendapat perawatan kesehatan yang 

memadai dan teratur. 

¶ Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial berupa 

pendampingan psikologis untuk mendukung kesehatan mental, 

bimbingan spiritual untuk ketenangan jiwa. 

¶ Bantuan Pemulasaran meliputi penanganan jenazah dan proses 

pemakaman sesuai standar untuk memastikan penghormatan dan 

martabat lanjut usia. 

Berdasarkan Tabel III.2 persentase capaian indikator lanjut usia 

terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 100,00% dengan 

predikat capaian kategori sangat baik. 

Pencapaian kinerja ini tidak lepas dari sejumlah upaya strategis 

yang dilakukan secara konsisten dan menyeluruh. Pemerintah daerah 

melalui Dinas Sosial memberikan perhatian khusus melalui program 
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pemberian bantuan dalam meningkatkan kualitas hidup lanjut usia. 

Selain itu, sinergi antara Dinas Sosial dengan lembaga kesejahteraan 

sosial serta berbagai pemangku kepentingan dan dukungan anggaran 

dari APBD Provinsi menjadi faktor penunjang utama keberhasilan ini. Hal 

ini mencerminkan komitmen penuh pemerintah dalam memenuhi hak-

hak dasar lanjut usia terlantar sebagai bagian dari tanggung jawab sosial 

dan kemanusiaan. 

Dengan demikian, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari 

program yang terintegrasi, berkelanjutan, dan ditunjang oleh dukungan 

penuh dari berbagai pihak terkait dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan dan kualitas hidup lanjut usia terlantar di Provinsi 

Kepulauan Riau. 

 

 

Penyerahan Bantuan di Salah Satu Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 
(LKS-LU) 
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5) Informasi /analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan (hal-hal 

yang akan dilakukan tahun 2025 dalam peningkatan sasaran kinerja). 

Kendala yang dihadapi dalam pelayanan lanjut usia terlantar di 

Provinsi Kepulauan Riau antara lain terkait dengan keterbatasan sarana 

dan prasarana pendukung yang memadai untuk memenuhi kebutuhan 

khusus lanjut usia, dan kondisi kebersihan lingkungan panti yang kurang 

memadai. Untuk perbaikan ke depan, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan 

Riau berupaya untuk memperkuat kerja sama dengan instansi 

kesehatan dan lembaga sosial lainnya akan mendukung kelancaran 

pelayanan dan penanganan kebutuhan khusus lansia. 

Melalui upaya tersebut, diharapkan capaian indikator kinerja 

persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 

dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan, sehingga kesejahteraan 

sosial lanjut usia di Provinsi Kepulauan Riau dapat lebih terjamin. 

6) Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang 

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

Dukungan terhadap indikator lanjut usia terlantar yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya, Dinas Sosial menjalankan program kegiatan di 

bawah ini: 

No 
Program, Kegiatan, 

Subkegiatan 
Anggaran 

Realisasi 

Keuangan Fisik 

Rp. % % 

A PROGRAM REHABILITASI 
SOSIAL 

404.677.894 303.179.050 74,92 100,00 

1 Rehabilitasi Sosial Dasar 
Lanjut Usia Terlantar di 
dalam Panti 

404.677.894 303.179.050 74,92 100,00 

a Penyediaan Permakanan 191.396.540 165.362.300 86,40 100,00 

b Penyediaan Sandang 41.460.925 33.093.650 79,82 100,00 

c Penyediaan Asrama yang 
Mudah Diakses 

40.040.590 38.916.150 97,19 100,00 

d Penyediaan Alat Bantu 23.963.200 6.991.300 29,18 100,00 

e Penyediaan Perbekalan 
Kesehatan di dalam Panti 

21.324.302 8.375.650 39,28 100,00 

f Pemberian Bimbingan Fisik, 
Mental, Spritual dan Sosial 

75.347.817 39.624.000 52,59 100,00 
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No 
Program, Kegiatan, 

Subkegiatan 
Anggaran 

Realisasi 

Keuangan Fisik 

Rp. % % 

g Pemulasaraan 11.144.520 10.816.000 97,05 100,00 

 

7) Informasi/analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber 

daya. 

Dari jumlah anggaran sebesar Rp.404.677.894,- terealisasi sebesar 

Rp.303.179.050,- atau 74,92%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian 

sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.101.498.844,- 

(25,08%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan 

realisasi anggaran, diketahui bahwa capaian kinerja indikator lanjut 

usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (100%) lebih 

tinggi/rendah dari realisasi anggaran (74,92%) sehingga mencapai 

efesiensi sebesar 25,08%.
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Perbandingan dengan tahun sebelumnya 

Capaian 2024 

100,00  % 

Target 
100 % 

Realisasi 
100 % 

Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 

Didukung  

Program  
Rehabilitasi  

Sosial 

 

SASARAN : 
Meningkatnya fungsi sosial penyandang disabilitas terlantar, 

anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan 

pengemis, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 

lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA  
 

Persentase gelandangan dan pengemis yang 
terpenuhi kebutuhan dasarnya 

 
  Tahun Target Realisasi Capaian 

2022 100 % 100 % 100 % 

2023 100 % 100 % 100 % 

 

 Perbandingan dengan target akhir RPJMD 

Target 2026 
100% 

Target 2026 
100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Formulasi  Persentase Gelandangan 
dan Pengemis yang Terpenuhi 

Kebutuhan Dasarnya 

Diperoleh dari hasil penghitungan Jumlah 
gelandangan dan pengemis yang selama satu 

tahun anggaran telah terpenuhi kebutuhan 
dasarnya dibagi dengan  Populasi gelandangan 
dan pengemis yang membutuhkan pelayanan 
rehabilitasi sosial dasar di Provinsi Kepulauan 

Riau 
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Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 

tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data 

Penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Potensi dan sumber 

kesejahteraan sosial, gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam 

keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam 

masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat 

tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. Sedangkan 

Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-

minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk 

mengharapkan belas kasihan orang lain. 

Gelandangan dan pengemis adalah istilah yang merujuk pada 

individu yang hidup dalam kondisi terlantar, seringkali tanpa tempat 

tinggal yang tetap dan mengandalkan bantuan dari masyarakat dalam 

bentuk sedekah atau dana belas kasihan. Mereka biasanya memiliki 

keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, 

dan papan. Kondisi gelandangan dan pengemis dapat disebabkan oleh 

berbagai faktor, termasuk kehilangan pekerjaan, kemiskinan, masalah 

kesehatan mental, kecanduan, keruntuhan keluarga, atau situasi darurat. 

Beberapa orang mungkin juga memilih hidup di jalanan karena alasan 

pribadi. Penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki latar 

belakang dan cerita kehidupan yang berbeda-beda, dan tidak semua orang 

yang menjadi gelandangan atau pengemis memiliki kondisi yang sama. 

Beberapa di antaranya mungkin mengalami kondisi yang tidak dapat 

mereka kendalikan, sementara yang lain mungkin membutuhkan bantuan 

untuk mengatasi tantangan mereka. Selain itu, penting untuk 

memperhatikan stigma dan diskriminasi terhadap gelandangan dan 

pengemis. Masyarakat perlu terlibat dalam membangun kesadaran dan 

empati, serta memperlakukan mereka dengan penghormatan dan 

martabat sebagai sesama anggota masyarakat. 

 

Berikut informasi ketercapaian kinerja Dinas Sosial tahun 2024: 
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1) Perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai 

berdasarkan Perjanjian Kinerja. 

Realisasi kinerja capaian Persentase Gelandangan dan Pengemis 

yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya tahun 2024 sebesar 100% dengan 

target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Predikat capaian kategori 

sangat baik ini menggambarkan keberhasilan yang optimal dalam 

memberikan pemenuhan kebutuhan dasar berbasis panti bagi 

gelandangan dan pengemis di Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari 

tanggung jawab sosial dan kemanusiaan yang dijalankan. Berikut tabel 

Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Tahun 

2024: 

Tabel III.9 
Gelandangan dan Pengemis Yang 

Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Tahun 2024 
 

No Kabupaten/Kota Jumlah 

1 Tanjungpinang - 

2 Bintan - 

3 Batam - 

4 Karimun - 

5 Lingga 1 

6 Natuna 1 

7 Kepulauan Anambas - 

8 Di luar Kepri 8 

 Total 10 

Dalam hal mencapai target indikator tersebut, Dinsos Prov. Kepri 

tahun 2024 berhasil meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar 

Gelandangan dan Pengemis sebanyak 10 orang terdiri dari : 

- Kepulauan Riau sebanyak 2 orang yaitu 1 orang ke Lingga dan 1 orang 

ke Natuna 

- Di Luar Kepulauan Riau sebanyak 8 orang yaitu 1 orang ke Labuhan 

Batu, 1 orang ke Padang Sidempuan, 1 orang ke Pati, 1 orang ke 

Semarang, 1 orang ke Grobokan, 1 orang ke Pekanbaru, 1 orang ke 
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Asahan, 1 orang ke Lampung. 

Pemenuhan kebutuhan dasar berupa : 

(1) Penyediaan Permakanan; 

(2) Penyediaan Sandang; 

(3) Penyediaan Asrama yang mudah diakses; 

(4) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti; 

(5) Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial; dan 

(6) Pemulangan ke Daerah Asal. 
 

2) Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun yang dinilai 

dengan dengan tahun lalu dan beberapa  tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

Capaian kinerja Persentase Gelandangan dan Pengemis yang 

Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dalam 2 tahun terakhir tidak 

mengalami kenaikan atau penurunan. Faktor-faktor  yang 

menyebabkan konsistensinya  pemenuhan kebutuhan dasar lanjut 

usia terlantar adalah komitmen yang kuat dari pemerintah daerah 

dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial yang konsisten dan 

berkesinambungan, khusunya bagi gelandangan dan pengemis di 

dalam panti. 

3) Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi kinerja 

sampai tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra. 

Dilihat dari perspektif target akhir Renstra, realisasi Persentase 

Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 

sampai dengan tahun 2024 sebesar 100% dengan target akhir renstra 

sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. 
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4) Informasi/analisis tentang faktor-faktor penyebab 

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan. 

Dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar gelandangan dan 

pengemis, Dinsos Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan program 

pemberian bantuan permakanan, sandang, perbekalan kesehatan, 

pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, serta 

pemulangan ke daerah asal bagi gelandangan dan pengemis di dalam 

panti yang sumber pendanaannya dari APBD Provinsi Kepulauan Riau. 

¶ Bantuan Permakanan berupa paket makanan yang diberikan secara 

kepada gelandangan dan pengemis. Bantuan ini bertujuan menjaga 

asupan gizi yang cukup demi kesehatan dan daya tahan tubuh 

mereka selama tinggal di panti. 

¶ Bantuan Sandang berupa pakaian dan perlengkapan sandang 

lainnya yang memadai untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan 

gelandangan dan pengemis.  

¶ Bantuan Perbekalan Kesehatan meliputi pemberian perlengkapan 

kesehatan dan kebersihan serta layanan kesehatan yang 

memastikan gelandangan dan pengemis mendapat perawatan 

kesehatan yang memadai. 

¶ Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial berupa 

pendampingan psikologis untuk mendukung kesehatan mental, 

bimbingan spiritual untuk ketenangan jiwa. 

¶ Pemulangan ke Daerah Asal adalah suatu proses rehabilitasi sosial 

yang dilakukan dengan mengembalikan mereka ke kampung 

halaman atau daerah asal mereka setelah melalui tahapan 

rehabilitasi di panti sosial. 

Berdasarkan Tabel III.2 persentase capaian indikator 

gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 

sebesar 100,00% predikat capaian kategori sangat baik. 
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Pencapaian kinerja ini tidak lepas dari upaya Pemerintah Daerah 

melalui Dinas Sosial dalam memberikan pendampingan mental, sosial, 

dan spiritual yang merupakan bagian penting dalam proses rehabilitasi. 

Selain itu koordinasi yang baik antara Dinas Sosial Provinsi Kepulauan 

Riau dengan Dinas Sosial provinsi lainnya dalam rangka pemulangan 

gelandangan dan pengemis sangat penting untuk menjamin 

keberhasilan proses pemulangan secara tertib, aman, dan berkelanjutan. 

Dalam praktiknya, Dinsos Provinsi Kepulauan Riau akan berkoordinasi 

dengan Dinas Sosial di provinsi asal gelandangan atau pengemis 

tersebut, melakukan konfirmasi identitas, dan memastikan kesiapan 

penerimaan di daerah asal.  

 

 

Pendampingan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional terhadap klien 
terlantar/gelandangan dan pengemis yang akan dipulangkan ke daerah asal 
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5) Informasi /analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan (hal-hal 

yang akan dilakukan tahun 2025 dalam peningkatan sasaran kinerja). 

Kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan terhadap 

gelandangan dan pengemis di Provinsi Kepulauan Riau antara lain 

terkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial 

yang memadai, seperti panti atau fasilitas penampungan yang tersedia 

masih sangat terbatas. Selain itu, kompleksitas masalah sosial yang 

dialami gelandangan dan pengemis seperti kemiskinan, kurang 

keterampilan, dan masalah kesehatan mental merupakan tantangan 

dalam memberikan pelayanan yang efektif. 

Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan 

Riau pada tahun 2025 akan melakukan beberapa upaya perbaikan 

kinerja. Pertama, akan dilakukan pengembangan dan peningkatan 

kapasitas fasilitas rehabilitasi sosial seperti panti dan tempat 

penampungan yang lebih memadai untuk menampung dan 

memberikan pelayanan optimal kepada gelandangan dan pengemis. 

Upaya ini juga didukung dengan melaksanakan koordinasi yang lebih 

intensif bersama pemerintah kabupaten/kota, lembaga sosial, dan 

organisasi kemasyarakatan guna menciptakan pelayanan yang lebih 

optimal. 

6) Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang 

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

Dukungan terhadap indikator gelandangan dan pengemis yang 

terpenuhi kebutuhan dasarnya, Dinas Sosial menjalankan program 

kegiatan di bawah ini: 

No 
Program, Kegiatan, 

Subkegiatan 
Anggaran 

Realisasi 

Keuangan Fisik 

Rp. % % 

A PROGRAM REHABILITASI 
SOSIAL 

90.099.000 79.631.276 88,38 100,00 
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No 
Program, Kegiatan, 

Subkegiatan 
Anggaran 

Realisasi 

Keuangan Fisik 

Rp. % % 

1 Rehabilitasi Sosial Dasar 
Gelandangan dan Pengemis 
di dalam Panti 

90.099.000 79.631.276 88,38 100,00 

a Penyediaan Permakanan 10.000.000 9.021.750 90,22 100,00 

b Penyediaan Sandang 10.000.000 8.037.600 80,38 100,00 

c Penyediaan Asrama/Wisma 
yang Mudah Diakses 

16.324.000 13.802.300 84,55 100,00 

d Penyediaan Perbekalan 
Kesehatan di dalam Panti 

2.000.000 0 0,00 100,00 

e Pemberian Bimbingan Fisik 
Mental Spiritual dan Sosial 

11.378.000 9.297.274 81,71 100,00 

f Pemulangan ke Daerah Asal 40.397.000 39.472.352 97,71 100,00 

 

7) Informasi/analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber 

daya. 

Dari jumlah anggaran sebesar Rp.90.099.000,- terealisasi sebesar 

Rp.79.631.276,- atau 88,38%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian 

sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.10.467.724,- 

(11,62%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan 

realisasi anggaran, diketahui bahwa capaian kinerja indikator lanjut 

usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (100%) lebih 

tinggi/rendah dari realisasi anggaran (88,38%) sehingga mencapai 

efesiensi sebesar 11,62%.
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Perbandingan dengan tahun sebelumnya 

Capaian 2024 

100,00  % 

Target 
100 % 

Realisasi 
100 % 

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar 
HIV/AIDS dan NAPZA, yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 

Didukung  

Program  
Rehabilitasi  

Sosial 

 

SASARAN : 
Meningkatnya fungsi sosial penyandang disabilitas terlantar, 

anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan 

pengemis, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 

lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA  
 

Persentase Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar 
HIV/AIDS dan NAPZA, yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya 

 

 
  Tahun Target Realisasi Capaian 

2022 100 % 100 % 100 % 

2023 100 % 100 % 100 % 

 

 Perbandingan dengan target Renstra 

Target 2024 
100 % 

Capaian terhadap Renstra 
100 %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 

tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data 

Penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Potensi dan sumber 

kesejahteraan sosial bahwa Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) 

adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 

89 

 

sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami 

musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial 

karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja 

sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu. 

Kriteria : 

(1) pekerja migran domestik; 

(2) pekerja migran lintas negara; 

(3) eks pekerja migran domestik dan lintas negara; 

(4) eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan 
meninggal dunia; 

(5) pekerja migran tidak berdokumen (undocument); 

(6) pekerja migran miskin; 

(7) mengalami masalah sosial dalam bentuk : 

(a) tindak kekerasan; 

(b) eksploitasi; 

(c) penelantaran; 

(d) pengusiran (deportasi); 

(e) ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru 
(negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi 
sosialnya terganggu; dan 

(f) mengalami traffiking. 

 
Berdasarkan Tabel III.2 persentase capaian indikator Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA, 

yang terpenuhi kebutuhan dasarnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 

sebesar 100,00% predikat capaian kategori sangat baik dengan rincian 

sebagai berikut : 
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Tabel III.10 
WNI-KPO Yang Terpenuhi 

Kebutuhan Dasarnya tahun 2024 
 

 
No 

 
Bulan 

Melalui 
Rehabilitasi Sosial RPTC  

Total 
Dewasa Anak Bayi 

L P L + P L + P 

1 Januari 65 24   89 

2 Februari 41 15   56 

3 Maret 110 40   150 

4 April 88 32   120 

5 Mei 87 32   119 

6 Juni 66 10   76 

7 Juli 88 30   118 

8 Agustus 44 19   63 

9 September 106 49   155 

10 Oktober 31 9   40 

11 November 64 40  1 105 

12 Desember 225 69 5 1 300 

 Total 1.015 369 5 2 1.391 

 
Tabel III.11 

Tuna Sosial Yang Terpenuhi 
Kebutuhan Dasarnya tahun 2024 

 

No Kabupaten/kota Jumlah 

1 Tanjungpinang 16 

2 Bintan - 

3 Batam 6 

4 Karimun - 

5 Lingga - 

6 Natuna - 

7 Kepulauan Anambas - 

 Total 22 

Dalam hal mencapai target indikator tersebut, Dinsos Prov. Kepri 

tahun 2024 berhasil meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar 

sebanyak 1.413 orang terdiri dari 1.391 orang korban perdangangan orang 
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dari Malaysia dan 22 orang tuna sosial. Pemenuhan kebutuhan dasar 

berupa : 

(1) Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial; 

(2) Pemulangan ke Daerah Asal. 

 
b. Sasaran Strategis Meningkatnya peran PSKS dalam penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial serta penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai 

kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal. 

BAB I Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 

Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber 

Kesejahteraan Sosial, bahwa Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang 

selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, 

dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, 

menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial. Jenis PSKS terbagi ke dalam 3 (dua) kelompok yaitu : 

(1) Berbasis Kelembagaan 

- Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 

- Karang Taruna (KT) 

- Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 

- Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat 
(WKSBM) 

- Dunia Usaha 

(2) Berbasis Perorangan 

- Pekerja Sosial Profesional (PSP) 

- Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 

- Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 

- Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) 

- Penyuluh Sosial 

- Taruna Siaga Bencana (Tagana) 
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(3) Berbasis Keluarga 

- Keluarga Pioner 

Dalam hal penanganan masalah PPKS, Dinsos Prov. Kepri membutuhkan 

PSKS yang selalu bekerja secara Profesional mengatasi masalah sosial di 

lingkungan masyarakat. Untuk mewujudkan sikap profesonalisme kepada 

PSKS, Dinsos Prov. Kepri melaksanakan program pemberdayaan sosial kepada 

PSKS berbasis kelembagaan masyarakat dan perorangan seperti pembinaan, 

bantuan, dan/atau fasilitasi. Pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat 

dan perorangan bertujuan untuk mewujudkan Penguatan kapasitas PSKS 

dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 
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Perbandingan dengan tahun sebelumnya 

Capaian 2024 

100,00  % 

Target 
4,55 % 

Realisasi 
4,55 % 

Persentase PSKS kelembagaan yang sesuai dengan standar minimal pelayanan 

Didukung  

Program  
Pemberdayaan  

Sosial 

 

 

SASARAN : 
Meningkatnya peran PSKS dalam Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial serta Penghayatan Masyarakat terhadap 

Nilai -Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan 

Sosial, dan Kearifan Lokal 
 

Persentase PSKS Kelembagaan yang sesuai 
dengan Standar Minimal Pelayanan 

 
  Tahun Target Realisasi Capaian 

2022 25 % 25 % 100 % 

2023 7,29 % 7,29 % 100 % 

 

 Perbandingan dengan target Renstra 

Target 2024 
3,94 % 

Capaian terhadap Renstra 
4,55 %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Standar minimal pelayanan PSKS adalah sikap Profesionalisme yang 

harus dimiliki oleh PSKS. Profesionalisme berasal dan kata profesional yang 

mempunyai makna yaitu berhubungan dengan profesi dan memerlukan 

kepandaian khusus untuk menjalankannya, (KBBI, 1994). Profesionalisme 

adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk 

komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan 

dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Profesionalisme 
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berkembang sesuai dengan kemajuan masyarakat modern yang menuntut 

spesialisasi dalam masyarakat yang semakin komplek. Profesionalisme 

juga sering disebut sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan 

sesuatu dan lain lain) atau tingkah laku, kepakaran dan kualiti dari 

seseorang yang professional. 

Tabel III.12 
Populasi PSKS Berbasis Kelembagaan Tahun 2024 

 

No Kabupaten/Kota LKS WKSBM KT SLRT Total 

1 Tanjungpinang 18 9 19  46 

2 Bintan 26 0 50  76 

3 Batam 89 25 29 2 145 

4 Karimun 6 1 17  24 

5 Lingga 4 0 80  84 

6 Natuna 0 0 46  46 

7 Kepulauan Anambas 0 6 35  41 

 Kepulauan Riau 143 41 276 2 462 

 

Berdasarkan Tabel III.2 persentase capaian indikator PSKS 

kelembagaan yang sesuai dengan standar minimal pelayanan sebesar 

100,00% predikat capaian kategori sangat baik dengan rincian sebagai 

berikut : 

Tabel III.13 
PSKS Berbasis Kelembagaan Yang Sesuai Dengan 

Standar Minimal Pelayanan Tahun 2024 
 

No Kabupaten/Kota LKS WKSBM KT SLRT Total 

1 Tanjungpinang 12 - - - 12 

2 Bintan 9 - - - 9 

3 Batam - - - - - 

4 Karimun - - - - - 

5 Lingga - - - - - 

6 Natuna - - - - - 

7 Kepulauan Anambas - - - - - 

 Kepulauan Riau 21 - - - 21 
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Dalam hal mencapai target indikator tersebut, Dinsos Prov. Kepri 

tahun 2024 berhasil meningkatkan fungsi PSKS berbasis kelembagaan 

masyarakat secara profesional sebanyak 21 lbg. Peningkatan fungsi PSKS 

berbasis kelembagaan masyarakat diukur dengan melihat Standar 

Minimal Pelayanan yang dijalankan dalam proses penyelengaraan 

kesejahteraan sosial di dalam lembaga. 
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Perbandingan dengan tahun sebelumnya 

Capaian 2024 

100,00  % 

Target 
16,96 % 

Realisasi 
16,96 % 

Persentase PSKS perseorangan yang sesuai standar minimal pekerjaan sosial 

Didukung  

Program  
Pemberdayaan  

Sosial 

 

SASARAN : 
Meningkatnya peran PSKS dalam Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial serta Penghayatan Masyarakat terhadap 

Nilai -Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan 

Sosial, dan Kearifan Lokal 
 

Persentase PSKS Perseorangan yang sesuai 
Standar Minimal Pekerjaan Sosial 

 
  Tahun Target Realisasi Capaian 

2022 31,36 % 31,36 % 100 % 

2023 27,72 % 28,56 103,03 % 

 

 Perbandingan dengan target Renstra 

Target 2024 
22,83 % 

Capaian terhadap Renstra 
16,96 %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sama halnya dengan PSKS berbasis kelembagaan masyarakat, PSKS 

berbasis perorangan juga dituntut untuk bersikap profesionalisme dalam 

melaksanakan tugas. 
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Tabel III.14 
Populasi PSKS Berbasis Perorangan Tahun 2024 

 

No Kabupaten/Kota TKSM 

1 Tanjungpinang 48 

2 Bintan 40 

3 Batam 34 

4 Karimun 74 

5 Lingga 57 

6 Natuna 18 

7 Kepulauan Anambas 51 

 Kepulauan Riau 322 

 

 

Berdasarkan Tabel III.2 persentase capaian indikator PSKS 

perseorangan yang sesuai standar minimal pekerjaan sosial sebesar 

100,00% predikat capaian kategori sangat baik dengan rincian sebagai 

berikut : 

Tabel III.15 
PSKS Berbasis perorangan Yang Sesuai Dengan 

Standar Minimal Pelayanan Tahun 2024 
 

No Kabupaten/Kota TKSM 

1 Tanjungpinang 3 

2 Bintan 7 

3 Batam 8 

4 Karimun 8 

5 Lingga 9 

6 Natuna 12 

7 Kepulauan Anambas 7 

 Kepulauan Riau 55 

Dalam hal mencapai target indikator tersebut, Dinsos Prov. Kepri 

tahun 2024 berhasil meningkatkan fungsi PSKS berbasis perorangan secara 

profesional sebanyak 55 org. Peningkatan fungsi PSKS berbasis perorangan 

diukur dengan melihat Standar Minimal Pelayanan yang dijalankan dalam 

proses penyelengaraan kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat. 
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Perbandingan dengan tahun sebelumnya 

Capaian 2024 

100,00  % 

Target 
11,11 % 

Realisasi 
11,11 % 

Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola 

Didukung  

PROGRAM PENGELOLAAN 
TAMAN MAKAM PAHLAWAN 

 

SASARAN : 
Meningkatnya peran PSKS dalam Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial serta Penghayatan Masyarakat terhadap 

Nilai -Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan 

Sosial, dan Kearifan Lokal 
 

Persentase Taman Makam Pahlawan yang 
dikelola 

 
  Tahun Target Realisasi Capaian 

2022 11,11 % 11,11 % 100 % 

2023 11,11 % 11,11 % 100 % 

 

 Perbandingan dengan target Renstra 

Target 2024 
11,11 % 

Capaian terhadap Renstra 
11,11 %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 

Nasional dan Makam Pahlawan Nasional bahwa Taman Makam Pahlawan 

Nasional yang selanjutnya disingkat TMPN adalah taman makam pahlawan 

nasional yang berada di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Makam Pahlawan 

Nasional yang selanjutnya disingkat MPN adalah makam di luar Taman 

Makam Pahlawan dimana jenazah Pahlawan Nasional dimakamkan. 

Standar pengelolaan TMPN dan MPN bertujuan untuk : 
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1) memberikan acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, 

pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam melaksanakan 

standar pembangunan, pemugaran, pemeliharaan, dan 

pengelolaan TMPN dan MPN; 

2) terpeliharanya TMPN dan MPN secara fisik, kelayakan, dan 

kepatutan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan 

negara;dan 

3) berfungsinya TMPN dan MPN secara sosial sebagai media 

pelestarian nilai dan pembelajaran semangat serta perilaku 

berbangsa dan bernegara. 

TMPN dan MPN berfungsi sebagai wujud penghargaan dan 

penghormatan terhadap jasa-jasa para Pahlawan/Pejuang, sebagai sarana 

pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan 

sebagai obyek studi dan ziarah. 

Tabel III.16 
Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional 

Tahun 2024 
 

No Kabupaten/Kota TMPN 

1 Tanjungpinang 3 

2 Bintan 1 

3 Batam 1 

4 Karimun 1 

5 Lingga 2 

6 Natuna 1 

7 Kepulauan Anambas 0 

 Kepulauan Riau 9 

 

 

. Berdasarkan Tabel III.2 persentase capaian indikator taman makam 

pahlawan yang dikelola sebesar 100,00 % predikat capaian kategori sangat 

baik dengan rincian sebagai berikut : 
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Tabel III.17 
Taman Makam Pahlawan Nasional 

yang dikelola Tahun 2024 
 

No Kabupaten/Kota TMPN 

1 Tanjungpinang - 

2 Bintan 1 

3 Batam - 

4 Karimun - 

5 Lingga - 

6 Natuna - 

7 Kepulauan Anambas - 

 Kepulauan Riau 1 

 

 

Dalam hal mencapai target indikator tersebut, Dinsos Prov. Kepri 

tahun 2024 berhasil mengelola taman makam pahlawan sebanyak 1 unit 

di Kab. Bintan berupa pemeliharaan fisik agar TMPN tetap sesuai dengan 

standar pengelolaan berdasarkan peraturan perundan-undangan. 
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Perbandingan dengan tahun sebelumnya 

Capaian 2024 

100,00  % 

Target 
100 % 

Realisasi 
100 % 

Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Provinsi yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya 

Didukung  

PROGRAM PENANGANAN 
BENCANA 

c. Sasaran Strategis Meningkatnya perlindungan sosial kepada korban 

bencana alam dan bencana sosial. 
 

SASARAN : 
Meningkatnya Perlindungan Sosial Kepada Korban Bencana 

Alam dan Bencana Sosial 
 

Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana 
Sosial Provinsi yang terpenuhi kebutuhan 
dasarnya 

 

 
  Tahun Target Realisasi Capaian 

2022 100 % 100 % 100 % 

2023 100 % 100 % 100 % 

 

 Perbandingan dengan target akhir RPJMD 

Target 2026 
100% 

Target 2026 
100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Formulasi Persentase Korban Bencana 
Alam dan Bencana Sosial Provinsi yang 

terpenuhi kebutuhan dasarnya 

Diperoleh dari hasil penghitungan Jumlah 
korban bencana yang mendapatkan 

pemenuhan kebutuhan dasar dibagi dengan  
Total jumlah korban bencana provinsi 

  

100 100 100

0

20

40

60

80

100

120

2022 2023 2024



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 

102 

 

 
Dalam penanggulangan bencana, Dinas Sosial berperan dalam 

membangun sistem penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. 

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 tahun 

2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data Penyandang 

masalah kesejahteraan sosial dan Potensi dan sumber kesejahteraan sosial 

bahwa : 

(1) Korban Bencana ALam 

Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang 

menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam 

antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, 

kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya. 

Kriteria : 

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami: 

(a) korban terluka atau meninggal; 

(b) kerugian harta benda; 

(c) dampak psikologis; dan 

(d) terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya. 

 
(2) Korban Bencana Sosial 

Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang 

menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia 

yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas 

masyarakat, dan teror. 

Kriteria : 

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami: 

(a) korban jiwa manusia; 

(b) kerugian harta benda; dan 

(c) dampak psikologis. 
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Berikut informasi ketercapaian kinerja Dinas Sosial tahun 2024: 

1) Perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai 

berdasarkan Perjanjian Kinerja. 

Realisasi kinerja capaian Persentase Korban Bencana Alam dan 

Bencana Sosial Provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya tahun 2024 

sebesar 100% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Predikat 

capaian kategori sangat baik ini menggambarkan bahwa proses 

penanganan korban bencana di Provinsi Kepulauan Riau berjalan dengan 

efektif dan efisien. Capaian ini mencerminkan keseriusan pemerintah 

dalam merespon bencana secara optimal, dengan koordinasi yang baik 

antar lembaga terkait serta pengelolaan sumber daya yang tepat. Selain ini 

juga merupakan bentuk konsistensi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 

melalui Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam memenuhi target 

pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berikut tabel Korban 

Bencana Alam dan Bencana Sosial Provinsi yang terpenuhi kebutuhan 

dasarnya tahun 2024: 

Tabel III.18 
Korban Bencana Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 

Tahun 2024 
 

No Kabupaten/Kota Korban Bencana 

1 Tanjungpinang - 

2 Bintan 183 

3 Batam 44 

4 Karimun 75 

5 Lingga - 

6 Natuna - 

7 Kepulauan Anambas - 

 Kepulauan Riau 302 

 

Dalam hal mencapai target indikator tersebut, Dinsos Prov. Kepri 

sampai dengan tahun 2024 berhasil meningkatkan Pemenuhan 

Kebutuhan Dasar korban bencana alam dan bencana sosial sebanyak 302 

org. Pemenuhan kebutuhan dasar terdiri dari : 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 

104 

 

(1) Penyediaan Permakanan; 

(2) Penyediaan Sandang; 

(3) Pelayanan Dukungan Psikososial. 
 

2) Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun yang dinilai 

dengan dengan tahun lalu dan beberapa  tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

Capaian kinerja Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial 

Provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam 2 tahun terakhir 

tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Faktor-faktor  yang 

menyebabkan konsistensinya  pemenuhan kebutuhan dasar korban 

bencana adalah komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam 

pelaksanaan program penanggulangan bencana yang konsisten dan 

berkesinambungan. 

3) Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi kinerja 

sampai tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra. 

Dilihat dari perspektif target akhir Renstra, realisasi Persentase Korban 

Bencana Alam dan Bencana Sosial Provinsi yang terpenuhi kebutuhan 

dasarnya sampai dengan tahun 2024 sebesar 100% dengan target akhir 

renstra sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. 

4) Informasi/analisis tentang faktor-faktor penyebab 

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan. 

Dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar korban 

bencana, Dinsos Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan program 

pemberian bantuan permakanan, sandang, dan pelayanan dukungan 

psikososial bagi korban  bencana provinsi yang sumber pendanaannya 
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dari APBD Provinsi Kepulauan Riau. Program ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa para korban bencana mendapatkan akses yang 

memadai terhadap kebutuhan dasar mereka guna mendukung 

pemulihan dan stabilisasi kondisi pascabencana. 

Keberhasilan atau kegagalan kinerja dalam penanganan bencana 

sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal dan eksternal. Faktor 

penyebab keberhasilan di antaranya adalah kapasitas sumber daya 

manusia yang memadai dan terlatih, kesiapan sarana dan prasarana 

pendukung yang cukup, serta koordinasi yang efektif antar instansi 

terkait. Namun minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta 

kurang optimalnya pendanaan untuk kegiatan penanggulangan 

bencana merupakan sebuah hambatan yang perlu mendapat perhatian 

serius agar penanggulangan bencana dapat berjalan lebih baik.  

Salah satu upaya Dinsos, agar penanganan bencana dapat tepat 

berjalan baik dengan segala hambatan yang ada ialah dengan 

mengajukan permohonan tambahan bantuan logistik dari Pemerintah 

Pusat, agar korban bencana dapat tetap terpenuhi kebutuhan 

dasarnya.  

Penyaluran bantuan bagi korban bencana tahun 2024 
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5) Informasi /analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan (hal-hal 

yang akan dilakukan tahun 2025 dalam peningkatan sasaran kinerja). 

Minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta kurang 

optimalnya pendanaan untuk kegiatan penanggulangan bencana 

merupakan sebuah hambatan yang perlu mendapat perhatian serius 

agar penanggulangan bencana dapat berjalan lebih baik. 

Menyikapi hal tersebut, salah satu rencana utama Dinsos pada 

tahun 2025 adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia 

melalui pelatihan dan pemberdayaan petugas sosial serta relawan agar 

lebih siap dan terlatih dalam menghadapi situasi bencana. Selain itu, 

Dinsos akan mengoptimalkan koordinasi antar instansi terkait dan 

dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menjamin sinergi yang 

efektif dalam penyaluran bantuan. 

6) Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang 

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

Dukungan terhadap indikator korban bencana alam dan bencana sosial 

provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, Dinas Sosial menjalankan 

program kegiatan di bawah ini: 

No 
Program, Kegiatan, 

Subkegiatan 
Anggaran 

Realisasi 

Keuangan Fisik 

Rp. % % 

A PROGRAM PENANGANAN 
BENCANA 

553.301.727 544.090.750 98,34 100,00 

1 Perlindungan Sosial Korban 
Bencana Alam dan Sosial 
Provinsi 

553.301.727 544.090.750 98,34 100,00 

a Penyediaan Permakanan 260.629.984 260.157.300 99,82 100,00 

b Penyediaan Sandang 153.523.403 152.703.550 99,47 100,00 

c Pelayanan Dukungan 
Psikososial 

139.148.340 131.229.900 94,31 100,00 

 

  



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 

107 

 

7) Informasi/analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber 

daya. 

Dari jumlah anggaran sebesar Rp.553.301.727,- terealisasi sebesar 

Rp.544.090.750,- atau 98,34%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian 

sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.9.210.977,- 

(1,66%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan 

realisasi anggaran, diketahui bahwa capaian kinerja indikator lanjut 

usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (100%) lebih 

tinggi/rendah dari realisasi anggaran (98,34%) sehingga mencapai 

efesiensi sebesar 1,66%.
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Perbandingan dengan tahun sebelumnya 

Capaian 2024 

100,00  % 

Target 
100 % 

Realisasi 
100 % 

Persentase ketercapaian IKU 

Didukung  

SEMUA PROGRAM 

d. Sasaran Strategis Meningkatnya ketercapaian IKU. 
 

SASARAN : 
Meningkatnya ketercapaian IKU  

 

Persentase ketercapaian IKU 
 

 
  Tahun Target Realisasi Capaian 

2022 100 % 100 % 100 % 

2023 100 % 100 % 100 % 

 

 Perbandingan dengan target Renstra 

Target 2024 
100 % 

Capaian terhadap Renstra 
100 %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Berdasarkan Tabel III.2 persentase capaian indikator ketercapaian 

IKU sebesar 100,00 % dengan predikat capaian kategori sangat baik. Hasil 

evaluasi Inspektorat Prov. Kepri Riau atas implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Dinas Sosial Prov. Kepri 

Tahun 2023 diperoleh nilai sebesar 75,95 yang menunjukkan katagori 

peringkat BB (Baik). Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi 

penilaian seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan 

rincian sebagai berikut : 
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Tabel III.19 
Nilai Akumulasi Kinerja 

Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau 
Tahun 2023 

 

No Komponen Bobot NIlai 

1 Perencanaan Kinerja 30% 23,40 

2 Pengukuran Kinerja 30% 21,60 

3 Pelaporan Kinerja 15% 11,70 

4 Evaluasi Internal 25% 19,25 

 Total 100% 75,95 

Sumber Data : Lap. Hasil Evalusi Inspektorat Prov. Kepri Tahun 2023 
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2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Tahun 

Sebelumnya (Periode RPJMD). 

Poin ini mengukur dan menjelaskan pencapaian target indikator kinerja 

sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2024 dibandingkan 

dengan realisasi kinerja tahun periode RPJMD sebelumnya. 

Tabel III.20 
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 

Realisasi Tahun Sebelumnya (Periode RPJMD) 
 

Sasaran Indikator Sasaran 
Realisasi 

2022 
Realisasi 

2023 
Realisasi 

2024 

Meningkatnya kemandirian 
keluarga miskin 

Persentase keluarga miskin 
yang terpenuhi kebutuhan 
dasarnya 

6,73 % 9,68 % 9,26 

Meningkatnya fungsi sosial 
penyandang disabilitas 
terlantar, anak terlantar, 
lanjut usia terlantar, 
gelandangan dan pengemis, 
penyandang masalah 
kesejahteraan sosial (PMKS) 
lainnya di luar HIV/AIDS dan 
NAPZA dalam kehidupan 
bermasyarakat 

Persentase penyandang 
disabilitas terlantar yang 
terpenuhi kebutuhan dasarnya 

100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Persentase anak terlantar yang 
terpenuhi kebutuhan dasarnya 

100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Persentase lanjut usia 
terlantar yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya 

100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Persentase gelandangan dan 
pengemis yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya 

100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Persentase tuna sosial dan 
korban perdagangan orang 
yang terpenuhi kebutuhan 
dasarnya 

100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Persentase sarana-prasarana 
penyelenggara rehabilitasi 
sosial yang memenuhi standar 
pelayanan 

100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Meningkatnya peran PSKS 
dalam penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial serta 
penghayatan masyarakat 
terhadap nilai-nilai 
kepahlawanan, keperintisan, 
kesetiakawanan sosial, dan 
kearifan lokal 

Persentase PSKS kelembagaan 
yang sesuai dengan standar 
minimal pelayanan 

25,00 % 7,29 % 4,55 % 

Persentase PSKS perseorangan 
yang sesuai standar minimal 
pekerjaan sosial 

31,36 % 28,56 % 16,96 % 

Persentase taman makam 
pahlawan yang dikelola 

11,11 % 11,11 % 11,11 % 
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Sasaran Indikator Sasaran 
Realisasi 

2022 
Realisasi 

2023 
Realisasi 

2024 

Meningkatnya perlindungan 
sosial kepada korban 
bencana alam dan bencana 
sosial 

Persentase korban bencana 
alam dan bencana sosial 
provinsi yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya 

100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Meningkatnya ketercapaian 
IKU 

Persentase ketercapaian IKU 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
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3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis 

(Renstra) Tahun 2024. 

Poin ini mengukur dan menjelaskan perbandingan realisasi indikator 

kinerja sasaran strategis tahun anggaran 2024 yang telah ditetapkan dengan 

target Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2024. 

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil 

Pengukuran Kinerja pada beberapa indikator kinerja yang telah mencapai target 

yang diinginkan dengan capaian rata - rata ±100%. Perbandingan realisasi 

kinerja tahun 2024 dengan target Renstra tahun 2024 sebagai berikut : 

Tabel III.21 
Perbandingan Target Renstra Tahun 2024 

dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024 
 

Sasaran Indikator Sasaran 
Target 
Renstra 

Realisasi 
Kinerja 

Meningkatnya kemandirian 
keluarga miskin 

Persentase keluarga miskin 
yang terpenuhi kebutuhan 
dasarnya 

9,25 % 9,26 % 

Meningkatnya peran PSKS 
dalam penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial serta 
penghayatan masyarakat 
terhadap nilai-nilai 
kepahlawanan, keperintisan, 
kesetiakawanan sosial, dan 
kearifan lokal 

Persentase penyandang 
disabilitas terlantar yang 
terpenuhi kebutuhan dasarnya 

100,00 % 100,00 % 

Persentase anak terlantar yang 
terpenuhi kebutuhan dasarnya 

100,00 % 100,00 % 

Persentase lanjut usia 
terlantar yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya 

100,00 % 100,00 % 

Persentase gelandangan dan 
pengemis yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya 

100,00 % 100,00 % 

Persentase penyandang 
masalah kesejahteraan sosial 
(PMKS) lainnya di luar 
HIV/AIDS dan NAPZA, yang 
terpenuhi kebutuhan dasarnya 

100,00 % 100,00 % 

Persentase sarana-prasarana 
penyelenggara rehabilitasi 
sosial yang memenuhi standar 
pelayanan 

100,00 % 100,00 % 
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Sasaran Indikator Sasaran 
Target 
Renstra 

Realisasi 
Kinerja 

Meningkatnya peran PSKS 
dalam penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial serta 
penghayatan masyarakat 
terhadap nilai-nilai 
kepahlawanan, keperintisan, 
kesetiakawanan sosial, dan 
kearifan lokal 

Persentase PSKS kelembagaan 
yang sesuai dengan standar 
minimal pelayanan 

3,94 % 4,55 % 

Persentase PSKS perseorangan 
yang sesuai standar minimal 
pekerjaan sosial 

22,83 % 16,96 % 

Persentase taman makam 
pahlawan yang dikelola 

11,11 % 11,11 % 

Meningkatnya perlindungan 
sosial kepada korban 
bencana alam dan bencana 
sosial 

Persentase korban bencana 
alam dan bencana sosial 
provinsi yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya 

100,00 % 100,00 % 

Meningkatnya ketercapaian 
IKU 

Persentase ketercapaian IKU 100,00 % 100,00 % 

Berdasarakan Tabel III.19 terdapat 1 Indikator kinerja yang nilai 

persentase capaian < 75,00% yaitu Persentase PSKS perseorangan yang sesuai 

standar minimal pekerjaan sosial dengan realisasi kinerja 16,96 % dari target 

Renstra 21,83 %. Pada tahun 2024 adanya kebijakan rasionalisasi anggaran 

sehingga harus dilakukan pengalihan prioritas pada program dan kegiatan. 
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B. Realisasi Anggaran 

Realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas 

Sosial Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2024 adalah 94,57% atau 

sebesar Rp. 26.868.097.639 dari target belanja sebesar Rp. 28.412.231.250. 

Realisasi anggaran belanja berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan 

disajikan pada tabel berikut ini : 

Tabel III.22 

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024 
 

KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN PAGU REALISASI KEUANGAN 
REALISASI 

FISIK 

1.06 DINAS SOSIAL 28.412.231.250 26.868.097.639 94,57 100,00 

1.06.02 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 

13.255.626.474 12.909.038.229 97,39 100,00 

1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

690.663.591 683.321.456 98,94 100,00 

1.06.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

19.355.895 18.551.100 95,84 100,00 

1.06.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD 

195.040.340 190.674.974 97,76 100,00 

1.06.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

199.052.761 197.954.080 99,45 100,00 

1.06.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 277.214.595 276.141.302 99,61 100,00 

1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

9.787.145.390 9.475.381.527 96,81 100,00 

1.06.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.208.931.390 8.905.420.527 96,70 100,00 

1.06.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 
Tugas ASN 

578.214.000 569.961.000 98,57 100,00 

1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 
pada Perangkat Daerah 

101.871.353 101.122.456 99,26 100,00 

1.06.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah 
SKPD 

101.871.353 101.122.456 99,26 100,00 

1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

54.413.500 53.919.800 99,09 100,00 

1.06.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

54.413.500 53.919.800 99,09 100,00 

1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

715.992.262 704.155.103 98,35 100,00 

1.06.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

12.345.531 12.139.000 98,33 100,00 
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KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN PAGU REALISASI KEUANGAN 
REALISASI 

FISIK 

1.06.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.854.997 33.463.650 90,80 100,00 

1.06.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 88.816.872 88.147.300 99,25 100,00 

1.06.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

77.368.110 70.750.000 91,45 100,00 

1.06.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 

11.022.000 10.960.000 99,44 100,00 

1.06.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.630.250 8.080.000 93,62 100,00 

1.06.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD 

480.954.502 480.615.153 99,93 100,00 

1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

683.861.798 680.427.600 99,50 100,00 

1.06.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

493.278.010 493.200.000 99,98 100,00 

1.06.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 23.629.000 23.550.000 99,67 100,00 

1.06.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

166.954.788 163.677.600 98,04 100,00 

1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

815.613.435 812.848.032 99,66 100,00 

1.06.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 57.868.340 57.800.000 99,88 100,00 

1.06.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

71.312.252 69.120.280 96,93 100,00 

1.06.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

686.432.843 685.927.752 99,93 100,00 

1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

406.065.145 397.862.255 97,98 100,00 

1.06.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinasatau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

189.688.793 184.791.670 97,42 100,00 

1.06.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

37.713.360 36.750.000 97,45 100,00 

1.06.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya 

178.662.992 176.320.585 98,69 100,00 

1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 971.567.886 970.668.517 99,91 100,00 

1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial Provinsi 

971.567.886 970.668.517 99,91 100,00 

1.06.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi 
Pekerja Sosial Masyarakat 
Kewenangan Provinsi 
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KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN PAGU REALISASI KEUANGAN 
REALISASI 

FISIK 

1.06.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi 
Tenaga Kesejahteraan Sosial 
Kecamatan Kewenangan Provinsi 

174.838.281 174.838.281 100,00 100,00 

1.06.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi 
Sumber Kesejahteraan Sosial 
Kelembagaan 
MasyarakatKewenangan Provinsi 

796.729.605 795.830.236 99,89 100,00 

1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2.694.795.164 1.933.826.538 71,76 100,00 

1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 
Disabilitas Terlantar di dalam Panti 

696.601.651 281.202.584 40,37 100,00 

1.06.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan 158.803.112 100.724.650 63,43 100,00 

1.06.04.1.01.02 Penyediaan Sandang 28.258.500 28.258.500 100,00 100,00 

1.06.04.1.01.03 Penyediaan Asrama yang Mudah 
Diakses 

71.660.282 69.349.525 96,78 100,00 

1.06.04.1.01.04 Penyediaan Alat Bantu 160.018.700 939.000 0,59 100,00 

1.06.04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di 
dalam Panti 

5.526.300 5.486.250 99,28 100,00 

1.06.04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, 
Spiritual dan Sosial 

272.334.757 76.444.659 28,07 100,00 

1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak 
Terlantar di Dalam Panti 

1.385.011.198 1.157.363.331 83,56 100,00 

1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan 40.944.709 40.932.900 99,97 100,00 

1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan 591.741.651 554.864.610 93,77 100,00 

1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang 163.047.811 33.228.800 20,38 100,00 

1.06.04.1.02.04 Penyediaan Asrama yang Mudah 
Diakses 

198.470.152 197.788.952 99,66 100,00 

1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di 
dalam Panti 

9.769.765 8.558.550 87,60 100,00 

1.06.04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, 
Spiritual dan Sosial 

381.037.110 321.989.519 84,50 100,00 

1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia 
Terlantar di dalam Panti 

404.677.894 303.179.050 74,92 100,00 

1.06.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan 191.396.540 165.362.300 86,40 100,00 

1.06.04.1.03.02 Penyediaan Sandang 41.460.925 33.093.650 79,82 100,00 

1 06 04 1.03.03 Penyediaan Asrama yang Mudah 
Diakses 

40.040.590 38.916.150 97,19 100,00 

1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu 23.963.200 6.991.300 29,18 100,00 

1.06.04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di 
dalam Panti 

21.324.302 8.375.650 39,28 100,00 

1.06.04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, 
Spritual dan Sosial 

75.347.817 39.624.000 52,59 100,00 
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REALISASI 

FISIK 

1.06.04.1.03.12 Pemulasaraan 11.144.520 10.816.000 97,05 100,00 

1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar 
Gelandangan dan Pengemis di dalam 
Panti 

90.099.000 79.631.276 88,38 100,00 

1.06.04.1.04.01 Penyediaan Permakanan 10.000.000 9.021.750 90,22 100,00 

1.06.04.1.04.02 Penyediaan Sandang 10.000.000 8.037.600 80,38 100,00 

1 06 04 1.04.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang 
Mudah Diakses 

16.324.000 13.802.300 84,55 100,00 

1.06.04.1.04.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di 
dalam Panti 

2.000.000 - 0,00 100,00 

1.06.04.1.04.05 Pemberian Bimbingan Fisik Mental 
Spiritual dan Sosial 

11.378.000 9.297.274 81,71 100,00 

1.06.04.1.04.10 Pemulangan ke Daerah Asal 40.397.000 39.472.352 97,71 100,00 

1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan 
NAPZA di dalam Panti 

118.405.421 112.450.297 94,97 100,00 

1.06.04.1.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, 
Spritual dan Sosial 

46.505.524 45.950.400 98,81 100,00 

1.06.04.1.05.10 Pemulangan ke Daerah Asal 71.899.897 66.499.897 92,49 100,00 

1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN 
JAMINAN SOSIAL 

9.564.150.999 9.138.455.605 95,55 100,00 

1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin 
Cakupan Daerah Provinsi 

9.564.150.999 9.138.455.605 95,55 100,00 

1.06.05.1.02.01 Fasilitasi Bantuan Sosial 
Kesejahteraan Keluarga 

6.660.215.013 6.467.998.911 97,11 100,00 

1.06.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 

1.091.799.746 
1.089.733.122 

99,81 100,00 

1.06.05.1.02.03 Fasilitasi Bantuan Pengembangan 
Ekonomi Masyarakat 

1.812.136.240 1.580.723.572 87,23 100,00 

1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 553.301.727 544.090.750 98,34 100,00 

1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana 
Alam dan Sosial Provinsi 

553.301.727 544.090.750 98,34 100,00 

1.06.06.1.01.01 Penyediaan Permakanan 260.629.984 260.157.300 99,82 100,00 

1.06.06.1.01.02 Penyediaan Sandang 153.523.403 152.703.550 99,47 100,00 

1.06.06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok 
Rentan 

    

1.06.06.1.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial 139.148.340 131.229.900 94,31 100,00 

1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN 
MAKAM PAHLAWAN 

1.372.789.000 1.372.018.000 99,94 100,00 

1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam 
Pahlawan Nasional Provinsi 

1.372.789.000 1.372.018.000 99,94 100,00 
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KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN PAGU REALISASI KEUANGAN 
REALISASI 

FISIK 

1.06.07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam 
Pahlawan Nasional Provinsi 

1.372.789.000 1.372.018.000 99,94 100,00 
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BAB IV 
PENUTUP 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau disusun 

dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program 

yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau yang berpedoman 

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau secara periodik 

mengomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis kepada para pemangku 

kepentingan di Provinsi Kepulauan Riau. 

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan 

Riau tahun 2024 merupakan implementasi dari APBD Tahun 2024 secara garis besarnya 

dapat berjalan dengan baik dan mencapai target sasaran strategis dan Indikator 

Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. 

Berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Sosial 

Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Tujuan, Sasaran dan cara pencapaian tujuan 

sasaran, dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil Pengukuran 

Kinerja pada beberapa indikator kinerja yang telah mencapai target yang diinginkan 

dengan capaian rata - rata ±100%, hal ini cukup memberikan kontribusi yang cukup 

besar terhadap peningkatan kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. 

Dengan disusunnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau 

diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau 

tentang seberapa jauh kinerja pelaksanaan tugas 

dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau 

sesuai  dengan  sumber  daya  aparatur  yang 

dimiliki serta dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijaksanaan 

selanjutnya. 
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Lampiran II 

(Perjanjian Kinerja Eselon 3, 4 dan 
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